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KATA PENGANTAR

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sejalan dengan visi dan
misi yang diemban, telah melakukan rangkaian pembenahan dan pengembangan
mutu akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya
saing, unggul, dan terkemuka dalam pengembangan Ilmu Syari’ah dan Ilmu
Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan itu adalah
memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa dengan seefektif dan seefesien
mungkin, termasuk dengan menerbitkan Buku Pedoman Akademik Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan buku petunjuk bagi mahasiswa
yang berisi informasi penyelenggaraan pendidikan yang diawali dengan
pemaparan profil fakultas, profil program studi, aktivitas akademik, Kurikulum
KKNI Tahun 2016 dan kurikulum Merdeka Tahun 2020 yang mencakup sebaran
mata kuliah dan prasyarat. Harapan dari penerbitan buku pedoman ini agar para
mahasiswa dapat memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan selama
menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku Pedoman Akademik ini sebagai revisi dan pengganti Buku Pedoman
Akademik yang telah diterbitkan berdasarkan SK Rektor Nomor: DS-32 Tahun
2018. Untuk itu, segala kritik konstruktif dan saran perbaikan masih kami
perlukan bagi penyempurnaan buku panduan ini pada penerbitan yang akan
datang, sehingga niat baik untuk membangun dan mengembangkan Fakultas
Syari‘ah dan Hukum dapat terwujud. Amin.

Yogyakarta, 21 September 2021
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
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Qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
NOMOR : DS -32 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANAFAKULTAS SYARI’AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UIN SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu akademik Program
Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, maka dipandang
perlu dibuat Pedoman Akademik Program Sarjana
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 50Tahun 2004 tentang
Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
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Menetapkan

Pertama

Kedua

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
232/U/2000 tentang  Pedoman  Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tingyi;

11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014
tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014
tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN
AKADEMIK PROGRAM SARJANA FAKULTAS
SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
kegiatan akademik Program Sarjana Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
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Diputuskan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 September 2021

a.n. Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

2. Para Ketua Program Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarata.

3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan

KalijagaYogyakarta

Pedoman Akademik Program Sarjana | vi



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ..ottt e ii
KATA PENGANTAR ..ot iii
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ........ iv
DAFTAR IS ettt vii
BAB | PENDAHULUAN ..ottt 1
AL PENJANTAT L.oeiiiiiiiie et 1
B. FUNGST oot 1
C. TUJUBIN L. 1
D. RUANG LINGKUP ..ovveiiiicecece et 1
BAB Il PROFIL FAKULTAS SYARI” AH DAN HUKUM ......ccccooiniiiennene 3
A. Latar Belakang Historis dan Perkembangan ............c.cccoviiiinnnnn. 3
B. Visi, MiSi dan TUJUAN ......cocvoveieireiee e 5
C. Kebijakan Mutu dan Sasaran MUtU .........c.cccoevevevenieneseenee e 5
D. Sarana dan Prasarana ..........ccoceeeieeerieieeieiisiesesesese e 6
E. PIMpIinan FaKultas ..o 6
BAB 11l PROFIL PROGRAM STUDI .....cciiiiiiiiiiiiice e 9
A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) ....... 9
B. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) ............... 10
C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) .................. 12
D. Program Studi Perbandingan Mazhab ..........ccccccocovveiiiiiiciincnnn, 13
E. Program Studi HHmu HUKUM ... 15
BAB IV AKTIVITAS AKADEMIK .....ooiiiiiiiiiiiee e 17
A. Registrasi dan HEregistrasi ..........ccoovevvviieviiniiiiieic e 17
B. Fungsi dan Tugas Dosen Penasehat Akademik (DPA) ..........ccce.... 17
C. Proses Pembelajaran ..o 18
D. SEMESIEr ANAIA ....c.eeoviieeeriiirieie e e 20
E. Perubahan Nilai ... 20
F. Penghapusan Mata Kuliah ...........ccocoiiiiiiiiiineecess 20
G. Pengajuan Judul dan Seminar Proposal ..........cccccooviieniiiiiinciiienne. 21
H. Ujian Skripsi (Munagasyah) ........cccccoooiioiininie e 23
I, Sidang YUdISTUM .....oviiiiiiiiiie e 24
Jo WISUR .o s 24
K. ljazah, Transkrip Nilai dan SKPI ..........cccocooiiiiii e 24
BAB V KURIKULUM KKNI 2016: SEBARAN DAN PRASYARAT ......... 25
A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) ....... 25
B. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) ............... 28

Pedoman Akademik Program Sarjana | vii



C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) ................... 32

D. Program Studi Perbandingan Mazhab ...........cccoovviiniiiiiiciins 36
E. Program Studi HHmu HUKUM ... 40
BAB VI KURIKULUM MERDEKA 2020: SEBARAN DAN PRASYARAT 49
A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) ....... 49
B. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) ............... 52
C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) ................... 56
D. Program Studi Perbandingan Mazhab ..........c.cccccovveiiiivciiininennn, 60
E. Program Studi HHmu HUKUM ... 66
BAB VI PENUTUP ..ottt 73
SUMBER PUSTAKA .. .ottt 75

Pedoman Akademik Program Sarjana | viii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Transformasi IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah
transformasi akademik yang berimplikasi pada perubahan akademik di
tingkatan fakultas dan program studi. Arah pengembangan akademik UIN
Sunan Kalijaga adalah untuk mendukung proses pembelajaran integratif dan
interkonektif.

Proses pembelajaran integratif dan interkonektif menuntut adanya
pelaksanaan akademik yang diselenggarakan dengan sistem kendali mutu yang
berbasis pada teknologi informasi dan sistem pelayanan prima, yaitu pelayanan
akademik yang ramah, cepat dan tepat. Untuk menyelenggarakan kegiatan
akademik yang efisien tersebut diperlukan adanya pedoman sebagai acuan bagi
kinerja civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Oleh karena itu, kehadiran buku pedoman akademik ini merupakan salah satu
kerangka acuan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik
di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Fungsi
Buku Pedoman Akademik ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam
penyelenggaraan  kegiatan akademik yang meliputi perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di Fakultas Syari’ah dan
Hukum. Oleh karena itu buku ini harus dimiliki dan dipedomani oleh civitas
akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum.

C. Tujuan
Buku Pedoman Akademik ini bertujuan untuk: (1) memberikan
pedoman praktis dalam penyelenggaraanakademik; dan (2) memberikan
rambu-rambu dalam penetapan kebijakanpenyelenggaraanpendidikan.

D. Ruang Lingkup
Buku Pedoman Akademik ini terdiri dari tujuh bab. Bab I berisi
pendahuluan; Bab Il berisi Profil Fakultas Syari’ah dan Hukum; Bab III berisi
Profil Program Studi; Bab IV menjelaskan Aktivitas Akademik; Bab V tentang
Kurikulum KKNI 2016, Sebaran dan Prasyarat; Bab VI tentang Kurikulum
MERDEKA 2020: beserta Sebaran dan Prasyarat; dan Bab VII berisi Penutup.
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BAB 11
PROFIL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Latar Belakang Historis dan Perkembangan

Keberadaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga saat ini
tidak bisa dilepaskan dari sejarah asal-muasal Perguruan Tinggi Agama Islam
Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 26 September 1951
berdasarkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 1950. Berdirinya PTAIN
tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Agama ketika itu, A.Wahid
Hasyim, dan untuk pertama kali membuka jurusan Qada, Tarbiyah dan
Dakwah.

Setelah berjalan sembilan tahun, tepatnya tahun 1960, Pemerintah
menggabungkan PTAIN Yogyakarta dan Akademi Dinas limu Agama (ADIA)
Jakarta menjadi satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami’ah al-
Islamiyah al-Hukumiyah. Penggabungan tersebut disahkan melalui Peraturan
Presiden No. 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 dan dikuatkan oleh Penetapan
Menteri Agama No. 43 Tahun 1960 tanggal 28 Agustus 1960. Saat itu, IAIN
mempunyai empat Fakultas, yaitu Fakultas Syari‘ah dan Ushuluddin di
Yogyakarta, dan Fakultas Tarbiyah dan Adab di Jakarta. Berdasarkan Pasal 4
ayat (3) Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960, Fakultas Syari‘ah
memiliki tiga jurusan: Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fikih dan Jurusan Qada.
Beberapa waktu kemudian Jurusan Tafsir/Hadis dipecah menjadi dua Jurusan
Tafsir dan Jurusan Hadis.

Seiring pesatnya perkembangan, IAIN al-Jami’ah dipecah menjadi dua
IAIN pada tahun 1963, yang berkedudukan masing-masing di Yogyakarta dan
Jakarta. Keberadaan Fakultas Syari’ah menjadi salah satu fakultas penentu
pendirian IAIN Yogyakarta dengan merujuk Peraturan Presiden No. 27 Tahun
1963, yang mempersyaratkan minimal tiga fakultas dalam pendirian IAIN.
Pada Tahun 1965 IAIN al-Jami’ah Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan
Kalijaga dengan tiga fakultas, yakni Syari’ah, Ushuluddin dan Tarbiyah.
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No.Kep./D.V1/218/1974
tentang Jurusan-jurusan di lingkungan IAIN, Fakultas Syariah terdiri dari
jurusan Tafsir Hadis, Peradilan Agama, dan Pidana Perdata Islam. Kemudian
pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 122 Tahun
1988 tentang Kurikulum S1 IAIN, Jurusan Tafsir Hadis dipindahkan ke
Fakultas Ushuluddin terhitung mulai Tahun Akademik 1989/1990 dan sebagai
gantinya Fakultas Syari'ah membuka Jurusan Perbandingan Mazhab (PM).

Pada Tahun Akademik 2000/2001 Fakultas Syariah memiliki lima
jurusan/prodi. Tiga di antaranya merupakan hasil pengembangan dari jurusan-
jurusan yang telah ada sejak tahun 1960, yaitu Ahwal Syakhshiyyah (AS) yang
merupakan pengembangan dari Jurusan Qada dan Jurusan Peradilan Agama;
Jinayah Siyasah (JS) dan Muamalah (MU) yang masing-masing merupakan
pengembangan dari Jurusan Fikih dan Pidana Perdata Islam serta Muamalah

Pedoman Akademik Program Sarjana | 3



Jinayah. Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) merupakan pengembangan
dari Jurusan Perbandingan Mazhab; dan Program Studi Keuangan Islam (KUI)
sebagai pengembangan dari Jurusan Muamalah.

Keberadaan Fakultas Syari’ah semakin mengalami penguatan
institusional dengan beralih statusnya IAIN Sunan Kalijaga menjadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Alih status ini berdasarkan
Keputusan Presiden Rl Nomor 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004. Pada
Tahun Akademik 2009/2010, Fakultas Syari‘ah telah berubah nama menjadi
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Pada saat itu Fakultas memiliki 6 (enam)
Jurusan/Program Studi strata satu, yaitu (1) Jurusan Al-Ahwal asy-
Syakhshiyyah (AS), (2) Jurusan Jinayah Siyasah (JS) (3) Jurusan Muamalah
(MU), dan (4) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), (5) Program
Studi Keuangan Islam (KUI), dan (6) Program Studi liImu Hukum (IH).

Program Studi llmu Hukum merupakan program studi pertama dan
masih satu-satunya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang izin pendiriannya berasal dari Departemen Agama
(sekarang Kementerian Agama) sekaligus Departemen Pendidikan Nasional
(sekarang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Legalitas
pendirian Prodi llmu Hukum adalah 1) Surat Keputusan Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta No. DS-12a. Tahun 2009 tentang Pembukaan Program
Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 2) Surat keputusan
Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama
No.Dj.1/32/09 tanggal 20 Januari 2009 tentang Ijin Pembukaan Program Studi
lImu Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan 3)
Rekomendasi Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional No. 3487 tanggal 30 Desember 2008, tentang ljin Penyelenggaraan
Program Studi llmu Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Mulai tahun 2015, seiring dengan pengembangan dan pembukaan
fakultas baru di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Keuangan
Islam (KUI) dipindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian halnya
dengan Program Magister (S2) Hukum Islam yang awalnya berada di
Pascasarjana dipindah ke Fakultas Syari’ah dan Hukum. Oleh karena itu sejak
tahun 2015, di samping menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) yang
terdiri 5 program studi, Fakultas Syari’ah dan Hukum juga menyelenggarakan
pendidikan strata dua (S2) Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum
Bisnis Syari’ah, Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara. Sejak keluarnya
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik
Perguruan Tinggi Keagamaan serta disusuli dengan Keputusan Rektor UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 180.3 Tahun 2016 tentang Nama Program
Studi dan Gelar Akademik pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, nama-nama program studi berbasis hukum Islam mendapat
pengindonesiaan nama. Ahwal Syakhshiyyah (AS) mendapat nama Hukum
Keluarga Islam (HKI), Siyasah (S) mendapat nama Hukum Tata Negara
(HTN), Muamalah (MU) mendapat nama Hukum Ekonomi Syariah (HES), di

Pedoman Akademik Program Sarjana | 4



samping Perbandingan Mazhab (PM) dan IImu Hukum vyang sudah
menggunakan nama Indonesia.

B. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi Fakultas syari’ah dan Hukum adalah “unggul dan terkemuka dalam
pemaduan dan pengembagan ilmu syari’ah dan ilmu hukum bagi peradaban”
sedangkan misinya, yaitu:

1.

2.

3.

4.

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu
syari’ah dan ilmu hukum secara integratif dan interkonektif.
Mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu syari’ah dan ilmu
hukum secara multidisipliner.

Meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat
melalui penerapan ilmu syari’ah dan ilmu hukum.

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Adapun tujuannya meliputi:

1.

Menghasilkan sarjana syari’ah dan hukum yang memiliki
kemampuan akademik dan professional yang integratif-
interkonektif, beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial
dan berjiwa mandiri serta menghargai nilai-nilai keilmuan dan ke
Indonesiaan.

. Menjadikan fakultas syari’ah dan hukum sebagai pusat kajian dan

penelitian ilmu syari’ah dan ilmu hukum yang multidisipliner.
Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
syari’ah dan imu hukum yang bermanfaat dan berkelanjutan.
Terbangunnya jaringan kerjasama yang kokoh dan fungsional
dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasinal.

C. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum mampu mengembangkan integrasi
dan interkoneksi studi keislaman dan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu
syari’ah dan hukum serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan
berakhlak mulia. Adapun Sasaran Mutu Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun
2015-2020 adalah sebagai berikut:

1.

2.

o &

Karya penelitian tentang integrasi interkoneksi studi keis- laman dan
keilmuan minimal 50%.

Karya ilmiah staf edukatif yang dipublikasikan internasional minimal
3 (tiga) buah pertahun.

Lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian 3 (tiga) tahun
pertama minimal 50%.

Jumlah lulusan tepat waktu studi 8 (delapan) semester minimal 40%.
Indeks kinerja dosen > 3.0 minimal 90%.

Lulusan mampu berkomunikasi global dengan TOIEC dan IKLA
score minimal 400 minimal 80%.
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9.
10.

D. Saranad

Lulusan mampu aplikasi teknologi informasi dengan menunjukkan
sertifikat minimal nilai “B”.

Mahasiswa berprestasi tingkat nasional 5 orang dan inter- nasional 1
orang pertahun.

Pengabdian masyarakat minimal 10 kegiatan pertahun.

Kerjasama nasional 5 kegiatan dan internasional minimal 1 kegiatan
pertahun.

an Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses
pembelajaran dan kreativitas mahasiswa antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Ruang Perkuliahan

Ruang Teatrikal

Ruang Teknoklas

Laboratorium Ilmu Falak

Laboratorium Praktik Peradilan

Laboratorium Komputer

Laboratorium Mini Bank

Laboratorium Kewirausahaan

Ruang Referensi/Ruang Baca Fakultas
Perpustakaan Terpadu

Perpustakaan Pascasarjana

Internet Hot-Spot

Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Universitas
Sistem Informasi Akademik (SIA) Online

Pusat Pengembangan Bahasa

Covention Hall

Gedung Multi Purpose

Student Center

Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga

E. Pimpinan Fakultas
Pimpinan fakultas adalah dekan yang dibantu tiga orang wakil dekan,

ketua dan
pimpinan

sekretaris program studi. Dalam melak- sanakan tugas administrasi,
fakultas dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan tiga pejabat

Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Adapun para pimpinan dan pejabat
administrasi Fakultas Syari’ah dan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Dekan : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
Wakil Dekan | : Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

Wakil Dekan II : Dr. H. Dr. H. Riyanta, S.Ag., M.Hum
Wakil Dekan 111 : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,S.H., M.Ag. M.Hum
Kaprodi Magister Hukum : Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

Islam (S2)

Kaprodi AS/HKI (S1) : Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag
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Kaprodi S/HTN (S1)
Kaprodi PM (S1)
Kaprodi MU/HES (S1)
Kaprodi IH (S1)
Sekprodi Magister Hukum
Islam (S2)

Sekprodi AS/HKI
Sekprodi S/HTN
Sekprodi PM

Sekprodi MU/HES
Sekprodi IH

Kabag T.U.

Kasubbag Akademik,
Kemahasiswaan dan
Alumni

Kasubbag Perencanaan,
Akuntansi dan Keuangan

Kasubbag Administrasi
Umum

: Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

: H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
: Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

: Ach. Tahir, S.H.l., S.H.,.LL.M., M.A
: Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag

: Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I
: Gugun EI Guyani, LL.M

: Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.1

: Hasfi Luthfi, M.H

: Faiq Tobroni, M.H

: Dra. Kenya Budiani, M.S.1

: Dra. Siti Komsiyah

: Joko Purnomo, S.Sos.

: Fenti Muzdalifah, S.1.P
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BAB Il
PROFIL PROGRAM STUDI

Program studi adalah unit akademik pada fakultas yang melaksanakan
pendidikan akademik atau profesi dalam sebagian atau satu cabang keilmuan.
Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya, terdapat 5 (lima) program studi di
Fakultas Syari’ah dan Hukum, yaitu (1) Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah), (2) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah), (3) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), (4)
Program Studi Perbandingan Mazhab, dan (5) Program Studi lImu Hukum.

A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
1. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik dan Peringkat Akreditasi
Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1151/ SK/BAN-
PT/Akred/S/X1/2015 yang berlaku sejak 14 November 2015 sampai dengan
14 November 2020, Jurusan ini mendapatkan peringkat A. Gelas akademik
Lulusan Hukum Keluarga Islam adalah Sarjana Hukum (S.H.).

Visi

Misi

Tujuan

Unggul dan terkemuka dalam pengembangan llmu Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) secara integratif
interkonektif bagi peradaban.

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
ilmu hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) secara
integratif dan interkonektif.

Mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu hukum
keluarga  Islam  (Ahwal  Syakhshiyah)  secara
multidisipliner.

Meningkatkan peran serta program studi dalam
pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum
keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma
perguruan tinggi dengan basis keilmuan Hukum Keluarga
Islam.

Menghasilkan sarjana ilmu hukum keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah) yang memiliki kemampuan
akademikdanprofesionalyangintegratif-interkonektif,

beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial,
manajerial, dan berjiwa mandiri serta menghargai nilai-
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nilai keilmuan dan kemanusiaan.

Menjadikan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhsiyyah) sebagai kiblat kajian dan penelitian ilmu
Hukum Keluarga Islam yang multidisipliner.
Terlaksananya  pengabdian  kepada masyarakat di
bidang ilmu hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Memperluas jaringan kerjasama yang kokoh dan
fungsional dengan berbagai pihak baik nasional maupun
internasional untuk pengembangan kelembagaan dan

keilmuan prodi
Syakhsiyyah).

Hukum Keluarga

Islam

2. Ketua dan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyyah)
Program Studi Hukum Keluarga Islam dipimpin oleh Yasin Baidi,

S.Ag., M.Ag. dan dibantu oleh Siti Muna Hayati, M.H.I sebagai sekretaris

Prodi. Berikut daftar dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Tabel 1: Daftar Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam

A w0 -

(8]

9

10
11
12
13
14

Nama
Prof. Dr. H. Khoiruddin N. M.A
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.S.1
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.S.I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
Siti Djazimah, S.Ag., M.S.1

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M
Siti Muna Hayati, M.H

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H
Bustanul Arifien Rusydi, M.H
Taufiqurrohman, M.H
Muhammad Jihadul Hayat, M.H

Bidang Iimu
Figh Mugorin
Hukum Islam
Figh Munakahat

Ilmu Peradilan Agama di
Indonesia
Filsafat IImu

Orientalisme dalam Hukum
Islam
Ushul Figh/Figh

Figh Muamalah

Hadis

Hukum Islam di Indonesia
llmu Hukum

limu Hukum

Hukum Keluarga Islam
Hukum Keluarga Islam

B. Program Studi Hukum Tata Negara

1. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik dan Akreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No.

(Ahwal

1122/SK/BAN-

PT/Akred/S/X/2015 yang berlaku sejak 31 Oktober 2015 sampai dengan 31
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Oktober 2020, Program Studi HTN mendapatkan Peringkat A. Gelar
Akademik lulusan HTN adalah Sarjana Hukum (S.H).

Visi

Misi

Tujuan

Unggul dalam pemaduan dan pengembangan Hukum Tata
Negara (Siyasah Syar iyyah) bagi peradaban.

1.

Mengembangkan paradigma integratif- interkonektif pada
proses pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum
Tata Negara (Siyasah Syariyyah).

Mengembangkan budaya riset integratif- interkonektif
dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar iyah).
Meningkatkan peran serta prodi dalam pemberdayaan
masyarakat melalui penerapan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar iyyah).

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma
perguruan tinggi.

Menghasilkan lulusan  berparadigma  integratif-
interkonektif yang profesional dalam bidang Hukum Tata
Negara (Siyasah Syariyyah), berakhlak mulia, berjiwa
mandiri dan peka problem sosial.

Menjadikan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah) sebagai pusat kajian dan penelitian Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar iyyah) berparadigma integratif
interkonektif.

Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) yang
bermanfaat dan berkelanjutan.

Terbangunnya jaringan kerjasama yang kokoh dan
fungsional dengan berbagai pihak baik nasional maupun
internasinal.

2. Ketua dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah

Syar’iyyah)
Program Studi Hukum Tata Negara dipimpin oleh Drs. M. Rizal
Qosim, M.Si dan dibantu oleh Gugun El Guyanie, LL.M sebagai sekretaris
Prodi. Berikut daftar dosen Program Studi Hukum Tata Negara.

Tabel 2: Daftar Dosen Prodi Hukum Tata Negara

No
1

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag Ushul Figh

Nama Bidang lImu
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Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Agus Maftuh, M.Ag

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A
Siti Jahroh, S.H.1., M.S.1

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

Gugun El Guyanie, LL.M

Fitri Atur Arum, SH, MH, MSc
Proborini Hastuti, M.H

Nilman Ghofur, M. Sos

Miski, M.Sos

Sejarah Peradaban Islam
Filsafat Hukum Islam
Ilmu Hadist

Figh Siyasah

Figh Jinayat

Figh Siyasah

IImu Politik

Hukum Perkawinan Islam
Filsafat Hukum Islam
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara

C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
1. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik dan Akreditasi
Prodi Studi Hukum Ekonomi Syari’ah mendapatkan Peringkat A

melalui  Surat

Keputusan

BAN-PT  No.

7313/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/S/X1/2020 yang berlaku Sejak 15 November 2020 sampai dengan 15
November 2025. Galar akademik bagi lulusan program ini adalah Sarjana
Hukum (S.H).

Visi

Misi

Unggul dan terkemuka dalam pengembangan Studi Hukum

Ekonomi  Syariah
kemajuan peradaban.

secara

integratif-interkonektif untuk

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan

pengajaran hukum ekonomi syariah yang integratif-
interkonektif, berwawasan  kemanusiaan  dan
keindonesiaan.

Menjadi institusi yang unggul dan terkemuka dalam
keilmuan dan penyedia profesional dalam hukum ekonomi
syariah serta memiliki jaringan yang kuat dan fungsional.
Mengembangkan tradisi riset integratif-interkonektif
untuk menghasilkan peneliti yang mampu merespon
perubahan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum
ekonomi syariah secara komprehensif.
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Tujuan 1. Tersedianya lulusan yang menguasai Hukum Ekonomi
Syari’ah yang berwawasan kemanusiaan dan ke-
Indonesia-an.
2. Terwujudnya lembaga yang unggul dan terkemuka dalam
keilmuan dan penyedia profesional dalam Hukum Bisnis
Syari’ah serta memiliki jaringan yang kuat dan fungsional.
3. Tersedianya peneliti yang mampu mengembangkan riset
untuk merespon perubahan dan menyelesaikan masalah
Hukum Ekonomi Syari’ah secara komprehensif.

2. Ketua dan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah dipimpin oleh Dr. Gusnam
Haris, S.Ag., M.Ag. dan dibantu oleh A. Hashfi Luthfi.S.H.,M.H. sebagai
sekretaris Prodi. Berikut daftar dosen Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah.

Tabel 3: Daftar Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

No Nama Bidanglimu

1 Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si Hukum Islam

2 Dr. Kholid Zulfa, M.Si Figh Muamalah

3 Dr.H. Hamim llyas, M.Ag llmu Tafsir

4 Drs.H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M Hadis Ahkam

5 Dra. Hj. Widyarini, M.M Manajemen

6 Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag Tarikh Tasyrik

7 Saifuddin, S.H.l.,, M.S.I Zakat dan Wakaf

8 Zusiana Elly Triantini, S.H.1., M.S.1 Zakat dan Wakaf

9 Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H Hukum Bisnis

10  A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H Hukum Perikatan Islam

11 H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A Figh/Ushul Figh

12 Farrah Syamala Rosyda, M.H Hukum Pidana

13 Muhammad Ulul Albab Musaffa, M.H Filsafat Hukum Islam

14 Diky Fagih Maulana Hukum Ekonomi
Syari'ah

D. Program Studi Perbandingan Mazhab
1. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik dan Akreditasi
Program Studi Perbandingan Mazhab mendapat Peringkat A melalui
Surat Keputusan BAN-PT No. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 yang
berlaku sejak 31 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober2020. Gelar
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akademik bagi lulusan Prodi ini adalah Sarjana Hukum (S.H).

Visi Unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembagan
ilmu (ilmu perbandingan mazhab) syari’ah dan ilmu hukum
bagi peradaban dalam perspektif perbandingan mazhab.

Misi 1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
ilmu syari’ah dan ilmu hukum secara integrative dan
interkonektif dalam bidang perbandingan mazhab.

2. Mengembangkan budaya riset dalam ilmu syari’ah yang
terkait dengan bidang perbandingan mazhab dan ilmu
hukum secara multidisiplinner.

3. Meningkatkan peran serta prodi dalam pemberdayaan
masyarakat melalui penerapan ilmu syari’ah yang
berperspektif perbandingan mazhab dan ilmu hukum.

4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma
perguruan tinggi dengan basis keilmuan perbadingan
mazhab.

Tujuan 1. Menghasilkan sarjana ilmu syari’ah dengan perspektif
perbandingan mazhab dan ilmu hukum yang memiliki
kemampuan akademik dan profesional yang integratif-
interkonektif, beriman, berakhlak mulia, memiliki
kecakapan sosial dan berjiwa mandiri serta menghargai
nilai- nilai keilmuan dan keindonesiaan;

2. Menjadikan prodi perbandingan mazhab sebagai pusat
kajian dan penelitian ilmu syari’ah dengan basis ilmu
perbandingan mazhab dan ilmu hukum yang
multidisipliner;

3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang
ilmu syari’ah dengan basis perbandingan mazhab yang
bermanfaat dan berkelanjutan;

4. Terbangunnya jaringan kerjasama yang kokoh dan
fungsional dengan berbagai pihak baik nasional maupun
internasional untuk pengembangan kelembagaan dan
keilmuan prodi perbandingan mazhab.

2. Ketua dan Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab

Program Studi Perbandingan Mazhab dipimpin oleh H. Wawan
Gunawan,S.Ag., M.Ag. dan dibantu oleh Nurdin Baroroh, S.H.l., M.Si
sebagai sekretaris Prodi. Berikut daftar dosen Program Studi Perbandingan
Mazhab.
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Tabel 4: Daftar Dosen Prodi Perbandingan Mazhab

No Nama Bidang limu

1 Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag Hukum Islam di Indonesia
2 Drs. Abd. Halim, M.Hum llmu Figh

3 H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag Ushul Figh

4 Dr. Muhammad Anis Mashdugi, Lc ~ Ushul Figh

5  VitaFitria, S.Ag, M.Ag Agama Islam

6 H. Nurdhin Baroroh, S.H.1., M.S.1 Perbandingan Madzhab
7  Fuad Mustafid, S.Ag. M.Ag Filsafat Hukum Islam
8 Shohibul Adhkar, M.H Hukum Pidana

9  Husnul Khitam, Lc.,M.H Figh Indonesia

10  Dr. Abdul Jalil, S. Th. I, MSI limu Tafsir

11  Hijrian Angga Prihantoro, L.LM Ushul Figih

12 Surur Roigoh, M.H limu Hukum

13 Mu’tasim Billah, M.H Hukum Islam

E. Program Studi lImu Hukum
1. Visi, Misi, Tujuan, Gelar Akademik dan Akreditasi
Program Studi IImu Hukum mendapat Peringkat A melalui Surat
Keputusan BAN-PT No. 506/SK/BAN-PT/Akred/S/V1/2015 yang berlaku
sejak 6 Juni 2015 sampai dengan 6 Juni 2020. Gelar akademik bagi lulusan
Prodi ini adalah Sarjana Hukum (S.H).

Visi Unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu hukum
secara integratif dan interkonektif untuk kemajuan peradaban.

Misi 1.

2.

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
ilmu hukum secara integratif dan interkonektif.
Mengembangkan  penelitian ilmu  hukum secara
interdisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan ilmu
pengetahuan dan masyarakat.

Meningkatkan peran serta program studi dalam
pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum
bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.
Mengembangkan jaringan kerja sama program studi ilmu
hukum dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
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Tujuan

Terbentuknya sarjana hukum yang memiliki kemampuan
akademik dan professional yang beriman dan berakhlak
mulia.

Terbentuknya sarjana hukum yang memiliki kecakapan
sosial dan berjiwa mandiri serta menghargai nilai-nilai
keilmuan dan keindonesiaan.

Terwujudnya program studi ilmu hukum sebagai pusat
studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian ilmu
hukum dengan pendekatan integratif — interkonektif.
Terbangunnya pusat pendampingan dan pengabdian
kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang bermanfaat
dan berkelanjutan.

Terbangunnya jaringan kerjasama yang kokoh dan
fungsional dengan berbagai pihak baik nasional maupun
internasinal.

2. Ketua dan Dosen Program Studi lImu Hukum

Program Studi llmu Hukum dipimpin oleh Ach. Tahir, S.H.I., S.H.,

LL.M., M.A. dan dibantu oleh Faiq Tobroni, M.H sebagai sekretaris Prodi.
Berikut daftar dosen Program Studi limu Hukum.

Tabel 5: Daftar Dosen Prodi [Imu Hukum
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Nama Bidang limu
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum IImu Hukum
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum IImu Hukum

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
Iswantoro, S.H., M.H

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum

Ach. Tahir, S.H.l., S.H.,, LL.M., M.A IImu Hukum
Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum liImu Hukum
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum IImu Hukum

Hukum Tata Negara
Hukum Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara

Faiq Tobroni, M.H

Wardatul Fitri, S.H., M.H

Annisa Dian Arini, M.H

Syaifullahil Maslul, M.H

Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H
Khoirul Anam, S.H.l., M.S.1

Yulianta Saputra, M.H

Thya’ Ulumuddin, M.Sos

Hukum dan HAM
Hukum Perdata
Hukum Bisnis
Hukum Tata Negara
Hukum Pidana
Figih/Ushul Figih
Legal Drafting
Kebijakan Publik
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BAB IV
AKTIVITAS KULIAH

A. Registrasi dan Heregistrasi
1. Ketentuan Umum

1) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa
baru wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang telah ditentukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan
akademik wajib melakukan heregistrasi sesuai dengan jadwal dan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3) Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi dan heregistrasi
memiliki kewajiban penuh sebagai mahasiswa, yaitu mentaati semua
peraturan baik yang ditentukan oleh universitas, fakultas maupun
program studi, dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku.

4) Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi dan heregistrasi
memiliki hak penuh sebagai mahasiswa, yaitu hak untuk mengikuti
semua kegiatan akademik dan menggunakan semua fasilitas yang
disediakan untuk mahasiswa.

2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

1) Setelah proses heregistrasi selesai, untuk dapat mengikuti kegiatan
kuliah pada semester berjalan, mahasiswa wajib mengisi KRS dengan
cara melaksanakan input KRS melalui Sistem Informasi Akademik
(SIA) secara online.

2) Kartu Rencana Studi antara lain berisi daftar mata kuliah yang akan
diambil, dosen pengampu dan jadwal kuliah.

3) Mata kuliah yang ditawarkan, dosen pengampu, dan jadwal kuliah
masing-masing program studi dapat dilihat dan di-input dengan cara
mengakses SIA terpadu secara online.

4) Mahasiswa diwajibkan memahami kurikulum yang berlaku beserta
ketentuan prasyarat dan konversinya, sebagaimana dipaparkan pada
bukupedoman ini.

5) Dalam melakukan pengisian KRS, mahasiswa wajib melakukan
bimbingan dengan Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah
ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Nama-nama DPA beserta
mahasiswa bimbingannya dapat dilihat di prodi masing-masing.

6) KRS yang telah dicetak dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh
mahasiswa yang bersangkutan dan DPA.

B. Fungsi dan Tugas Dosen Penasehat Akademik (DPA)
Dosen Penasehat Akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi
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tugas oleh Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan
konsultasi akademik kepada mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi studi
yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilakukan melalui proses
komunikasi antara DPA dengan mahasiswa bimbingan yang dapat
dilaksanakan, antara lain, secara online melalui layanan Sistem Informasi
Akademik (SIA), tatap muka, maupaun dilaksnakan melalui alat komunikasi
lainnya. Tugas DPA sebagai berikut:
1) Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan
diambil pada setiap permulaan semester;
2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang beban kredit
yang akan diambil;
3) Menyetujui dan menandatangani KRS mahasiswa bimbingannya.
4) Menyeleksi dan Menyetujui judul proposal skripsi/ tugas akhir yang
diajukan mahasiswa;
5) Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar efektif
dan efisien di Perguruan Tinggi,
6) Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi
kerja dan sikap ilmiah di Perguruan Tinggi;
7) Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dapat
mengganggu kelancaran studinya;
8) Memantau perkembangan studi mahasiswa terutama mahasiswa
yang terancam putus studi atau drop-out (DO); dan
9) Membina akhlak mulia mahasiswa dalam kebiasaan hidupnya.

C. Proses Pembelajaran
1. Kegiatan Pra-Perkuliahan

Sebelum pelaksanaan perkuliahan terdapat beberapa acara yang
harus diikuti oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa baru (Maru) wajib
mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK),
Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM) di Perguruan Tinggi, User Education
(Perpustakaan), Sosialisasi Sistem Informasi Akademik (SIA) dan Stadium
Generale (Universitas/Fakultas) di awal semester gasal. Setelah melewati
semua kegiatan ini maka mahasiswa selanjutnya, paling lambat 2 (dua)
minggu sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa dapat melakukan
bimbingan secara offline maupun online kepada DPA, dan DPA
melaksanakan bimbingan atas rencana studi mahasiswa bimbingannya
sesuai jadwal yang ditentukan.

2. Pelaksanaan Perkuliahan
Setelah  menyelesaikan rangkaian kegiatan  praperkuliahan
sebagaimana di atas, maka secara otomatis tahap selanjutnya yang akan
diikuti olen mahasiswa adalah pelaksanaan perkuliahan. Pelaksanaan
perkuliahan mencakup:
1) Pada kuliah pertama, dosen pengampu menjelaskan rencana
pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak
belajar secara tertulis.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

Pada setiap pertemuan kuliah, Dosen wajib menginput presensi
mahasiswa.

Perkuliahan dalam satu semester untuk mata kuliah berbobot 2
dan 3 SKS dilaksanakan paling sedikit 16 pertemuan (16
minggu) termasuk penilaian/ujian tengah semester dan
penilaian/ujian akhir semester. Sedangkan untuk mata kuliah
berbobot 4 SKS dilaksanakan paling sedikit 30 pertemuan (16
minggu) termasuk penilaian/ujian tengah semester dan
penilaian/ujian akhir semester.

ljin tidak mengikuti perkuliahan harus dalam bentuk tertulis,
dan ijin karena sakit harus melampirkan surat keterangan sakit
dari dokter.

ljin tidak mengikuti perkuliahan selain alasan sakit hanya
diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi, mengikuti
kegiatan intra kampus, mengikuti kegiatan atau kompetisi atas
nama perguruan tinggi, dan kepentingan menyangkut keluarga
inti.

ljin tidak mengikuti perkuliahan, baik karena alasan sakit atau
lainnya, maksimal 4 kali untuk mata kuliah 2 dan 3 SKS, dan 8
kali untuk mata kuliah 4 SKS.

Untuk dapat mengikuti Penilaian/Ujian Akhir Semester,
mahasiswa wajib hadir kuliah 100% dengan toleransi
ketidakhadiran 25% dari tatap muka.

Jika dosen tidak melaksanakan perkuliahan dan atau tidak
memberi nilai sesuai ketentuan yang berlaku, maka pimpinan
program studi berhak mengambil kebijakan yang tidak
merugikan mahasiswa.

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktek peradilan yang
dikoordinir oleh Laboratorium Fakultas.

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan PKL yang dikoordinir
oleh program studi masing-masing.

Mulai Angkatan 2020 Mahasiswa berhak mengikuti MBKM
(Merdeka belajar kurikulum merdeka) sebanyak 20 SKS diluar
prodi dilingkungan UIN Sunan kalijaga dan 40 SKS diluar UIN
Sunan Kalijaga.

3. Evaluasi Perkuliahan
Setiap akhir perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi Kuesioner
Online tentang penilaian mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran.
Masa pengisian kuisioner online tersebut dibuka sejak 3 minggu sebelum
perkuliahan berakhir sampai perkuliahan berakhir. Pengisian kuesioner ini
merupakan syarat mendapat layanan dalam proses administrasi akademik,
termasuk syarat untuk dapat melihat nilai per semester mata kuliah melalui

SIA.
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D. Semester Antara

Semester Antara adalah semester singkat yang diadakan diantara
semester genap dan ganjil pada setiap tahun akademik. Ada dua bentuk
Semester Antara, yaitu: (1) mengulang mata kuliah yang belum lulus, dan (2)
memperbaiki nilai yang sudah lulus dibawah nilai B. Semester antara
dimaksudkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya lebih
cepat atau tepat waktu. Nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa
adalah B. Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan:

1) Paling sedikit 8 (delapan) minggu;

2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

3) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,
tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk
ujian/penilaian tengah semester antara dan ujian/penilaian akhir
semester antara.

E. Perubahan Nilai

Mahasiswa dapat mengajukan keluhan nilai kepada Ketua Prodi atau
Sekretaris Program Studi dengan mengisi formulir ketidakpuasan setelah nilai
diumumkan. Nilai dapat berubah apabila: (1) materi yang dikeluhkan benar,
nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu, (2) keluhan tidak
benar (mengada-ada), maka dosen pengampu berhak menurunkan nilai
minimal 1 (satu) interval. Perubahan nilai atas inisiatif dosen diajukan ke
Wakil Dekan Bidang Akademik setelah mendapatkan persetujuan ketua
program studi. Perubahan nilai dapat dilakukan dalam waktu semester
berjalan, selama mengacu proses di atas.

F. Penghapusan Mata Kuliah
Penghapusan mata kuliah adalah penghilangan mata kuliah yang sudah
ditempuh yang tercantum dalam transkrip nilai akademik mahasiswa.
Penghapusan mata kuliah dapat dilakukan apabila memenuhi poin nomor 1
(satu) sampai 6 (enam) persyaratan berikut:

1) Alasan penghapusan, yaitu: (a) untuk meningkatkan nilai IPK pada
saat kelulusan, atau (b) terjadi perubahan kurikulum yang
mengakibatkan: (1) terdapat mata kuliah yang sama atau memiliki
kesamaan dari segi nama atau materi; (2) mata kuliah yang bernilai
C ke bawah tidak tercantum pada kurikulum yang baru; atau (3)
dampak lain yang muncul sebagai sebagai akibat perubahan
kurikulum.

2) Jenis mata kuliah, yang terdiri dari mata kuliah pilihan dapat dihapus
berdasarkan alasan yang tercantum pada huruf (2) di atas. Untuk mata
kuliah wajib hanya dapat dihapus apabila terjadi perubahan
kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka (b) di atas.

3) Waktu penghapusan mata kuliah hanya dapat dilakukan pada saat
mahasiswa akan melakukan pendaftaran munagasyah. Penghapusan
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mata kuliah di luar waktu tersebut tidak dibenarkan kecuali apabila
terjadi perubahan kurikulum.

4) Wewenang penghapusan mata kuliah ada pada Ketua Program Studi.
Penghapusan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan tertulis
dari Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang
Akademik. Proses penghapusan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha/petugas lain yang diberikan izin untuk melakukan
penghapusan.

5) Jumlah sks mata kuliah setelah penghapusan tidak boleh kurang dari
minimal sks yang dipersyaratkan untuk lulus pada setiap jenjang
pendidikan sarjana (S-1), atau jumlah sks minimal yang ditentukan
oleh masing-masing program studi.

6) Penghapusan mata kuliah mengikuti prosedur berikut:

a.

Mahasiswa mengajukan permohonan penghapusan secara tertulis
(format disiapkan oleh Fakultas) dengan mencantumkan
identitas mahasiswa, nama mata kuliah, semester, kode dan
jumlah sks mata kuliah yang akan dihapus beserta alasan
penghapusan kepada Ketua Program studi;

Metua program studi melakukan pengecekan atas usulan yang
diajukan sebelum memberikan persetujuan/tidak menyetujui
penghapusan mata kuliah;

Ketua program studi menyampaikan surat persetujuan/tidak
menyetujui penghapusan mata kuliah kepada Wakil Dekan
Bidang Akademik untuk dapat diproses penghapusannya;

Wakil Dekan Bidang Akademik menugaskan Kepala Bagian Tata
Usaha Fakultas untuk melakukan penghapusan; dan

Kepala Bagian Tata Usaha melakukan penghapusan mata kuliah
dan menyampaikan kembali laporan penghapusan kepada Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi, serta
mengarsip dokumen penghapusan.

7) Penghapusan mata kuliah yang tidak memenuhi 6 (enam) persyaratan
di atas tidak dibenarkan dan mata kuliah tersebut tidak dapat
dikembalikan.

G. Pengajuan Judul dan Seminar Proposal

Mahasiswa mengajukan tema/topik skripsi/tugas akhir kepada
Sekretaris jurusan/program studi atas persetujuan Dosen Penasihat Akademik
(DPA) dengan mengisi formulir Pengajuan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir
setelah memenuhi persyaratan: (1) telah lulus minimal 100 sks dengan IPK
>2,00; (2) sudah lulus mata kuliah tentang metodologi penelitian; dan (3) tidak
berstatus cuti akademik. Setelah semua syarat pengajuan tema/topik
skripsi/tugas akhir terpenuhi, Sekretaris Jurusan/Program Studi melakukan
persetujuan secara online ataupun offline sekaligus menentukan Dosen
Pembimbing Skripsi (DPS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan

tema/topik

skripsi. Setelah mendapatkan DPS maka mahasiswa yang

bersangkutan mulai proses bimbingan dengan DPS yang bersangkutan.
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Ketentuan bimbingan meliputi:

1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan DPS dalam hal materi
penelitian, penentuan judul penelitian, dan penyusunan proposal
penelitian.

2) DPS memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan secara
online ataupun offline.

3) Sekretaris Jurusan/Program Studi menetapkan jadwal seminar
proposal skripsi/tugas akhir.

4) Undangan pelaksanaan seminar proposal skripsi disampaikan ke
DPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

5) Mahasiswa mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal
setelah memenuhi  persyaratan yang ditetapkan  oleh
fakultas/program studi.

6) Masa penulisan skripsi setelah seminar proposal sampai pendaftaran
munagasyah ditempuh maksimal dalam waktu 1 tahun (2 semester).

7) Jika pada jangka waktu tersebut tidak selesai maka harus mengajukan
judul baru.

Seminar proposal skripsi merupakan tahap wajib yang harus dilalui
mahasiswa sebelum memulai penyusunan skripsi. Mahasiswa yang akan
melaksanakan seminar proposal skripsi harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda

Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.

2) Telah lulus minimal 100 SKS dengan IPK > 2,00.

3) Sudah lulus mata kuliah tentang metodologi penelitian.

4) Pernah menjadi pembahas dalam seminar proposal skripsi minimal 3

kali.

5) Seminar proposal skripsi dihadiri oleh dosen pembimbing dan

minimal 3 mahasiswa sebagai pembahas.

6) Pembahas dalam seminar proposal skripsi dapat dilakukan oleh

mahasiswa dari prodi yang sama atau lintas prodi.

Prosedur pengajuan tema penelitian dan seminar proposal skripsi adalah

sebagai berikut:

1) Mahasiswa mengajukan tema penelitian skripsi kepada DPA.

2) Tema penelitian skripsi yang telah disetujui DPA kemudian diajukan
kepada sekretaris program studi untuk diteliti kesesuaian dan
kelayakannya.

3) Sekretaris program studi menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi
(DPS).

4) Dosen yang berhak menjadi pembimbing skripsi adalah dosen yang
menduduki jabatan akademik minimal asisten ahli.

5) DPS skripsi memerintahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan
untuk menyiapkan proposal skripsi yang akan diseminarkan.

6) Proposal yang telah disahkan oleh DPS diajukan kepada kepala tata
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7)

H. Ujian Sk
Uji

usaha fakultas untuk penjadwalan pelaksanaan seminar proposal
skripsi.

Kepala tata usaha fakultas memfasilitasi pelaksanaan seminar
proposal skripsi.

ripsi (Munagasyah)
an skripsi/tugas akhir adalah ujian akhir mahasiswa untuk

menyelesaikan jenjang studi S-1 di hadapan tim penguji. Syarat ujian skripsi
(munagasyah) sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

Telah lulus memenuhi syarat minimal jumlah SKS mata kuliah
wajib dan mata kuliah pilihan (selain tugas akhir/ skripsi) yang
ditentukan oleh program studi;

Lulus KKN, Praktik Peradilan dan PKL;

Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dan nilai terendah C;
Mencantumkan skripsi/tugas akhir dalam KRS;

Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang
disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan program
studi;

Lulus Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM);

Lulus TOEIC dan atau IKLA dengan nilai minimal 400 dari Pusat
Pengembangan Bahasa (P2B), serta ICT dengan nilai minimal B
dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
Menyerahkan fotokopi ljazah SLTA/STTB SLTA, dan Akte
Kelahiran yang dimiliki sebagai dasar penulisan ijazah;
Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima)
lembar dengan background merah berjas dan berdasi;
Menyerahkan soft copy dan hard copy draft Surat Keterangan
Pendamping lkazah (SKPI) dan bukti pendukungnya;

Pendaftaran munagasyah secara online melalui laman
http://akademik.uin-suka.ac.id dapat dilakukan jika skripsi sudah
disetujui oleh DPS;

Kepala Tata Usaha Fakultas menetapkan jadwal pelaksanaan ujian
munagasyah; dan

Undangan pelaksanaan ujian munagasyah kepada tim penguji
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

Setelah memenuhi semua persyaratan di atas, maka prosedur ujian
skripsi sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

Tercatat sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan Karta Tanda
Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.

Skripsi yang sudah disetujui DPS diajukan ke Sekretaris Program
Studi.

Sekretaris Program Studi menunjuk tim penguji skripsi yang terdiri
dari 3 (tiga) orang dosen yang menduduki jabatan akademik
minimal asisten ahli, dan menjadwalkan pelaksanaan ujian skripsi.
Pembimbing skripsi sekaligus berperan sebagai penguji | dan ketua
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sidang ujian skripsi.

5) Ujian skripsi hanya dapat dilakukan apabila semua team anggota
penguji hadir.

6) Penggantian terhadap penguji yang berhalangan ditetapkan oleh
Sekretaris Prodi paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan ujian.

7) Mahasiswa yang menempuh ujian skripsi harus mengenakan
kemeja putih lengan panjang dan berdasi serta bawahan berwarna
gelap.

8) Mahasiswa yang menempuh ujian skripsi wajib membawa sumber
pustaka yang dirujuknya dan meletakkannya di tempat yang
ditentukan.

9) Batas waktu perbaikan skripsi sampai perdaftaran yudisium setelah
pelaksanaan munagasyah maksimal satu bulan.

10) Revisi skripsi yang tidak selesai dalam waktu satu bulan dari
tanggal munagasyah maka diadakan ujian ulang.

11) Sekretaris Prodi menentukan team penguji ujian ulang
munagasyah.

12) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus munagasyah dan telah
menyelesaikan administrasi akademik wajib mendaftar yudisium
secara online ke laman http://akademik.uin-suka.ac.id. Apabila
tidak melakukan yudisium secara online maka yang bersangkutan
dianggap belum lulus.

Sidang Yudisium

Fakultas mengadakan sidang yudisium setiap bulan untuk menentukan
mahasiswa yang telah dinyatakan memenuhi syarat akademik dan administrasi
sehingga secara sah dinyatakan lulus.

Wisuda

Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran wisuda secara online sesuai
ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam sidang
yudisium periode tertentu diwajibkan mengikuti wisuda pada periode itu.
Fakultas mengadakan kegiatan pelepasan dan pembekalan bagi calon
wisudawan dalam waktu seminggu sebelum wisuda. Mahasiswa yang sudah
melaksanakan wisuda mendapatkan ljazah, Transkrip Nilai dan SKPI (Surat
Keterangan Pendamping ljazah).

. Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI

Pengambilan ljazah, Transkrip Nilai dan SKPI maksimal 6 (enam) bulan
setelah pelaksanaan wisuda. Jika melebihi waktu tersebut maka bukan menjadi
tanggung jawab Fakultas. Prosedur pengambilan ljazah, Transkrip Nilai dan
SKPI diatur tersendiri.
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BAB V
KURIKULUM KKNI 2016: SEBARAN DAN PRASYARAT

Mulai Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memberlakukan Kurikulum
Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional
Pendidikan  Tinggi (SN-DIKTI)  dengan  mengintegrasikan  dan
menginterkoneksikan ilmu keislaman dan ilmu umum. Menurut Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi yang dimaksud KKNI adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan berlakunya Kurikulum
KKNI maka kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Oleh karena itu, dalam bab ini dipaparkan penyebaran mata kuliah Kurikulum
KKNI dari masing-masing program studi beserta mata kuliah prasyaratnya.

A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jumlah mata kuliah wajib adalah 138 SKS. Jumlah mata kuliah pilihan
kemahiran adalah 20 SKS. Dari 20 SKS ini, minimal ditempuh 10 SKS. Jadi
jumlah SKS yang perlu ditempuh untuk jurusan HKI adalah minimal 148 SKS.

Tabel 6: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HKI

Semester |
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 USK401001 Akhlak Tasawuf 2 Wajib
2 USK401002 Al-Qur’an dan Hadis 3 Wajib
3 USK401003 Bahasa Arab 2 Wajib
4 NAS401001 Bahasa Indonesia 2 Wajib
5 USK401004 Fikih dan Usul Fikih 2 Wajib
6 NAS401002 Pancasila 2 Wajib
7 ASY401001 Pengantar Hukum Keluarga 2 Wajib
8 ASY401002 Pengantar llImu Hukum 3 Wajib
9 USK401008 Tauhid 2 Wajib
Semester |1
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1  ASY404003 Bahasa Inggris 2 Wajib
2 ASY404004 Fikih Ibadah 2 Wajib
3 ASY404009 Fikih Muamalah 2 Wajib
4 USK401005 Filsafat IImu 3 Wajib
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5 ASY404005 Hukum Adat 2 Wajib
6 NAS400003 Kewarganegaraan 2 Wajib
7  ASY404006 Pengantar Hukum Indonesia 2 Wajib
8 USKA401006 Pengantar Studi Islam 2 Wajib
9  ASY404007 Sejarah Hukum Islam 2 Wajib
10 USK401007 SKI dan Budaya Lokal 2 Wajib
Semester 11
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 ASY434010 Hukum Agraria 2 Wajib
2 ASY404011 Hukum Perdata 2 Wajib
3 ASY404012 Hukum Pidana 2 Wajib
4 ASY404013 Hukum Pidana Islam 2 Wajib
5 ASY434014 llmu Al-Qur’an 3 Wajib
6  ASY434015 llmu Hadis 3 Wajib
7  ASY404016 Sosiologi-Antropologi Hukum Islam 3 Wajib
8  ASY404017  Ushul Fikih 4 Wajib
Semester IV
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 ASY404020 Hadis Hukum 4 Wajib
2 ASY404021 Hukum Kewarisan Islam 4 Wajib
3 ASY404022 Hukum Perkawinan Islam 4 Wajib
4 ASY434023 Hukum Zakat & Wakaf 2 Wajib
5 ASY415025 Manajemen 2 Pilihan
6 ASY415026 Psikologi Keluarga 2 Pilihan
7 ASY434027 Qawa’id Fighiyah 2 Wajib
8 ASY404028 Tafsir Ayat Hukum 4 Wajib
9  ASY415039 Fikih Indonesia 2 Wajib
Semester V
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1  ASY404029 Ekonomi Syari’ah 2 Wajib
2 ASY404030 Filsafat Hukum Islam 2 Wajib
3 ASY404032 Hukum Acara Perdata/PA 2 Wajib
4 ASY404041 Hukum Acara Pidana 2 Wajib
5 ASY404033 Hukum Tata Negara 2 Wajib
6  ASY404034 llmu Falak 3 Wajib
7 ASY434035 Kepenghuluan 2 Wajib
8 ASY434036 Mediasi 2 Wajib
9  ASY404037 Metodologi Penelitian Hukum 2 Wajib
10 ASY434008 Sejarah Peradilan dan Hukum Acara 2 Wajib
Islam
Semester VI
. Jenis Mata
No Kode Nama Mata Kuliah SKS -
Kuliah
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1  ASY404038 Advokatur 2 Wajib
2 ASY434042 Hukum Kewarisan di Dunia Islam 2 Wajib
3 ASY434043 Hukum Perkawinan di Dunia Islam 2 Wajib
4 ASY434045 Membaca Teks Arab 2 Wajib
5 ASY434046 Membaca Teks Inggris 2 Wajib
6  ASY404044 Legal Drafting 2 Wajib
7  ASY432048 Praktik Kerja Lapangan 2 Wajib
8 ASY415018 Administrasi Peradilan 2 Pilihan
9  ASY415047 Orientalisme dalam Hk. Islam 2 Pilihan
10 ASY415019 Fikih Siyasah 2 Pilihan
11  ASY415040 Hukum Acara Peradilan Militer 2 Pilihan
12 ASY415031 Hukum Acara PTUN 2 Wajib
13 ASY415024 Islam dan HAM 2 Pilihan
14 ASY412054 Praktikum IImu Falak 2 Pilihan
Semester VII
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1  ASY434051 Hukum Keluarga Islam Kontemporer 2 Wajib
2 ASY434052 Hukum Perdata Internasional 2 Wajib
3 ASY434035 Praktik Peradilan 3 Wajib
4 USK402001 Kuliah Kerja Nyata 4 Wajib
5 ASY415049 Etika Profesi Hukum 2 Pilihan
6  ASY415050 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 Pilihan
Semester VIII
. Jenis Mata
No Kode Nama Mata Kuliah SKS -
Kuliah
1 USK403007 Tugas Akhir/Skripsi 6 Wajib
Tabel 7: Sebaran mata kuliah bersyarat dan prasyaratnya Prodi HKI
Smt  KodeMKk  MataKuliah smt  KodeMk ~ MamKuliah o,
Bersyarat Prasyarat
1l ASY404005 Hukum Adat | ASY401002  Pengantar llmu  Lulus
Hukum
Il ASY404011 Hukum Perdata | ASY401002  Pengantar llmu  Lulus
Hukum
ASY404012 Hukum Pidana | ASY401002  Pengantar llmu  Lulus
Hukum
ASY404017  Usul Fikih | USK401004  Fikih dan Usul  Lulus
Fikih
v ASY404028  Tafsir Ayat | USK401002  Al-Qur’andan  Lulus
Hukum Hadis
ASY404020 Hadis Hukum | USK401002  Al-Qur’andan  Lulus
Hadis
ASY434023  Hukum Zakat Il ASY404009  Fikih Lulus
Wakaf Muamalah
ASY434027 Qawa’id | USK401004  Fikih dan Usul  Lulus
Fighiyah Fikih
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VI

VIl

ASY404022

ASY404029

ASY404037

ASY404041

ASY404032

ASY434045

ASY434046

ASY415040

ASY415031

ASY434043

ASY434042

ASY434051

ASY434035

Il
Hukum |
Perkawinan
Islam

Ekonomi 1
Syariah

Metodologi 1l
Penelitian

Hukum

Hukum Acara |
Pidana

Hukum Acara |
Perdata

Membaca Teks |
Arab

Membaca Teks 1l
Inggris

Hukum Acara |
Peradilan Militer
Hukum Acara |
PTUN

Hukum |
Perkawinan di

Dunia Islam

Hukum v
Kewarisan di
Dunia Islam

Hukum |
Keluarga Islam
Kontemporer

Praktik \%
Peradilan

ASY404017
ASY401001

ASY404009

USK401005

ASY401002

ASY401002

USK401003

ASY404003

ASY401002

ASY401002

ASY401001

ASY404021

ASY401001

ASY404032

ASY404041

Usul Fikih Lulus

Pengantar Lulus
Hukum

Keluarga

Fikih Lulus
Muamalat

Filsafat IImu Lulus

Pengantar llImu  Lulus
Hukum

Pengantar llmu  Lulus
Hukum

Bahasa Arab Lulus

Bahasa Inggris  Lulus

Pengantar lImu  Lulus
Hukum

Pengantar lImu  Lulus
Hukum

Pengantar Lulus
Hukum
Keluarga

Hukum Lulus
Kewarisan
Islam

Pengantar Lulus
Hukum
Keluarga
Hukum Acara Lulus
Perdata
Hukum Acara Lulus
Pidana

B. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Jumlah mata kuliah wajib adalah 138 SKS. Jumlah mata kuliah pilihan
kemabhiran adalah 20 SKS. Dari 20 SKS ini, minimal ditempuh 10 SKS. Jadi
jumlah SKS yang perlu ditempuh untuk jurusan HTN adalah minimal 148
SKS.

Tabel 8: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HTN

Semester |
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 NAS400002 Pancasila 2 Wajib
2 HTN404001 Fikih Ibadah 2 Wajib
3 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 Wajib
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USK401004
USK401008
USK401001
USK401006
USK401003
USK401007

USK401002

Kode

NAS400003
HTN404008
HTN404007
HTN404004
HTN404009
HTN404006
HTN404003
HTN404002
HTN404005
HTN404060

Kode

HTN404011
HTN404016
HTN404010
HTN404017
HTN404019
HTN404014
HTN404015
HTN404013
USK401005
HTN404061

Kode

HTN404021
HTN404024
HTN404023
HTN404028
HTN404022
HTN404026
HTN404029

HTN404025
HTN404062

Fikih dan Usul Fikih

Tauhid

Ahlak Tasawuf

Pengantar Studi Islam
Bahasa Arab

Sejarah Kebudayaan Islam &
Budaya Lokal

Al-Qur’an dan Al-Hadis

Semester 11

Nama Mata Kuliah

Kewarganegaraan
Pengantar IImu Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Filsafat Hukum Islam
Sejarah Hukum Islam
Hukum Perkawinan Islam
Fikih Siyasah

Bahasa Inggris

Hukum Adat

Ilmu Negara

Semester |11
Nama Mata Kuliah

Fikih Muamalah

Hukum Pidana

Ekonomi Syari’ah

Hukum Tata Negara

Tafsir Ayat Hukum

Hukum Administrasi Negara
Hukum Perdata

Hadis Hukum

Filsafat lImu

Hukum Dagang

Semester IV
Nama Mata Kuliah

Hukum Pidana Islam
Hukum Konstitusi
Hukum Kewarisan Islam
Siyasah Dusturiyah
Hukum Internasional
Islam dan HAM

Sosiologi dan Antropologi Hukum

Islam
llmu Falak
Hukum Agraria

NN NN

%)
A
w

N NN MNDNNDNDWWN

SKS

NN WNDDNDDN

SKS

N NN NN NN

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
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HTN404064
HTN404063

Kode

HTN404034
HTN404035
HTN404038
HTN404031
HTN404032
HTN404036

HTN404033
HTN404080
HTN404065
HTN404066

HTN404081

Kode

HTN404040
HTN404044
HTN404047
HTN404068
HTN404073
HTN404067
HTN404069
HTN404070
HTN404072

HTN415071
HTN415074

Kode
HTN404058
HTN404057

HTN404052

HTN404053

HTN404056
HTN404059
HTN404050
HTN415076

Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Lingkungan

Semester V
Nama Mata Kuliah

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Metodologi Penelitian
Ayat-Ayat Siyasah

Gerakan Politik Islam
Hukum Tata Negara Islam
Kontemporer

Hadis-Hadis Siyasah

Ushul Fikih

Hukum Zakat dan Pajak
Politik Legislasi PERDA Syariah
dalam Tata Hukum Indonesia
Legal Drafting

Semester VI
Nama Mata Kuliah

Advokatur

Politik Hukum

Praktikum Legal Drafting
Hukum Acara PTUN
Perancangan Kontrak

Fikih Indonesia

Hukum Keuangan Publik
Hukum Lembaga Negara
Metode Penelitian dan Penulisan
Hukum

Kaidah-kaidah Siyasah Syar’iyyah
Perbandingan HTN

Semester VII
Nama Mata Kuliah

Siyasah Harbiyah

Sistem Politik dan Kepartaian di
Indonesia

Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi

Kuliah Kerja lapangan (Lembaga
Negara)

Praktek Peradilan

Studi Hukum Islam Kawasan
Bahtsul Kutub as-Siyasiyyah
Islam, Agama dan Negara

SKS

NN NN DNDN

NN BN

SKS

NN NN DNDNDNDNDN

NN NN

Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Pilihan
Pilihan

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Pilihan

Pilihan
Pilihan
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9 HTN415078 Reading Teks English 2 Pilihan

10 HTN415075 Gender dan Hukum 2 Pilihan

11 HTN415077 Legislasi Finansial 2 Pilihan

12 HTN415079 Ushul Ad-Dauliyah Wa Al- 2 Pilihan

Idariyah
13 HTN404037 Mediasi 2 Pilihan
Semester VIII

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah

1 USK402001 KKN 4 Wajib

2 USK403007 Skripsi 6 Wajib

Tabel 9: Sebaran mata kuliah bersyarat dan prasyaratnya Prodi HTN

Smt
1

VII

Kode MK
HTN404017

HTN404015

HTN404014

HTN404062

HTN404064

HTN404063

HTN404034

HTN404035

HTN404036

HTN404058
HTN404052

HTN404056

Mata Kuliah
Bersyarat
Hukum Tata
Negara

Hukum Perdata

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Agraria

Hukum
Pemerintahan
Daerah

Hukum
Lingkungan

Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara
Pidana
Hukum Tata
Negara Islam
Kontemporer
Siyasah Harbiyah
Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi

Praktek Peradilan

Kode MK
HTN404007

HTN404007

HTN404007

HTN404014

HTN404014

HTN404014

HTN404015

HTN404016

HTN404003

HTN404003
HTN404024

HTN404034

Mata Kuliah
Prasyarat

Pengantar Hukum
Indonesia

Pengantar Hukum
Indonesia

Pengantar Hukum
Indonesia

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Perdata
Hukum Pidana
Fikih Siyasah

Fikih Siyasah
Hukum Konstitusi

Hukum Acara
Perdata

Ket

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus
Lulus

Lulus
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C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
Jumlah mata kuliah wajib adalah 138 SKS. Jumlah mata kuliah pilihan
kemahiran adalah 20 SKS. Dari 20 SKS ini, minimal ditempuh 10 SKS. Jadi
jumlah SKS yang perlu ditempuh untuk jurusan HES adalah minimal 148 SKS.

Tabel 10: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HES

Semester |
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 Wajib
2 NAS400003 Kewarganegaraan 2 Wajib
3 NAS400002 Pancasila 2 Wajib
4 USK401001 Akhlak Tasawuf 2 Wajib
5 USK401002 Al-Qur’an dan Hadis 2 Wajib
6 USK401003 Bahasa Arab 2 Wajib
7 USK401004 Fikih dan Usul Fikih 2 Wajib
8 USK401007 Sejarah Kebudayaan Islam dan 2 Wajib
Budaya Lokal
9 USK401008 Tauhid 2 Wajib
10 USK401006 Pengantar Studi Islam 2 Wajib
11 MUA404001 lImu Ekonomi 2 Wajib
Semester 11
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 USK401005 Filsafat IImu 2 Wajib
2 MUA404002 Bahasa Inggris 2 Wajib
3 MUA404003  Fikih Muamalah 2 Wajib
4 MUA404004 Hukum Perkawinan Islam 2 Wajib
5 MUA404005 Islam dan HAM 2 Wajib
6 MUA404006 Manajemen 2 Wajib
7 MUA404007  Pengantar Hukum Indonesia 3 Wajib
8 MUA404008  Pengantar llmu Hukum 3 Wajib
9 MUA404009  Sejarah Hukum Islam 2 Wajib
10 MUA404010  Usul Fikih 2 Wajib
Semester 111
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 MUA404011 Fikih Perikatan 4 Wajib
2 MUA404012 Hadis Hukum 3 Wajib
3 MUA404013  Hukum Adat 2 Wajib
4 MUA404014 Hukum Kewarisan Islam 2 Wajib
5 MUA404015  Hukum Perdata 2 Wajib
6 MUA404016 Hukum Pidana 2 Wajib
7 MUA404017 Hukum Zakat dan Wakaf 2 Wajib
8 MUA404018  Tafsir Ayat Hukum 3 Wajib
9 MUA404019 Usul Fikih Bisnis dan Keuangan 4 Wajib
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Semester IV
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis I_\/Iata
Kuliah
1 MUA404020  Akuntansi 3 Wajib
2 MUA404021 Hukum Agraria 2 Wajib
3 MUA404022 Hukum Internasional 2 Wajib
4 MUA404023 Hukum Ketenagakerjaan 2 Wajib
5 MUA404024 Hukum Keuangan Syariah 3 Wajib
6 MUA404025 Hukum Kontrak 2 Wajib
7 MUA404026 Hukum Pajak 2 Wajib
8 MUA404027 Hukum Tata Negara 2 Wajib
9 MUA404028 Lembaga Keuangan Syariah 2 Wajib
10 MUA404029  Sosio-Antropologi Hukum Islam 2 Wajib
11 MUA404060  Fikih Indonesia 2 Wajib
Semester V
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 MUA404030  Advokatur 2 Wajib
2 MUA404031  Ekonomi Syariah 2 Wajib
3 MUA404032  Filsafat Hukum Islam 2 Wajib
4 MUA404033  Hukum Acara Perdata/PA 2 Wajib
5 MUA404034 Hukum Acara Pidana 2 Wajib
6 MUA404036  Hukum Investasi dan Pasar Modal 2 Wajib
7 MUA404037 Hukum Perusahaan dan Kepailitan 2 Wajib
8 MUA404038  Ilmu Falak 2 Wajib
9 MUA415035 Hukum Administrasi Negara 2 Pilihan
10 MUA414040 Manajemen Pemasaran 2 Pilihan
11 MUAA414042  Statistik 2 Pilihan
12 MUA404041 Metodologi Penelitian Hukum 2 Wajib
13 MUA415061 Hukum Acara PTUN 2 Pilihan
Semester VI
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis I_\/Iata
Kuliah
1 MUA405043  Analisa Laporan Keuangan 2 Wajib
2 MUA405046 Hukum Bisnis Internasional 2 Wajib
3 MUA405048 Hukum Perlindungan Konsumen 2 Wajib
dan Persaingan Usaha
4 MUA405049 Legal Drafting 2 Wajib
5 MUA414044 Etika Profesi Hukum dan Bisnis 2 Pilihan
6 MUA415045 Hukum Arbitrase 2 Pilihan
7 MUA415047 Hukum Jaminan 2 Pilihan
8 MUA414050 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2 Pilihan
9 MUA415054  Teknik Negosiasi dan Mediasi 2 Pilihan
10 MUA404053  Praktikum Lembaga Bisnis dan 1 Wajib
Keuangan Syariah
11 MUA415063 Ilmu Negara 2 Pilihan
12 MUA404062 Hukum Lingkungan 2 Wajib
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Semester VII
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis I_\/Iata
Kuliah
1 MUA404055 Kewirausahaan 2 Wajib
2 MUA402056  Praktik Kuliah Lapangan 2 Wajib
3 MUA402057 Praktik Peradilan 2 Wajib
4 MUA404059  Praktikum Zakat dan Wakaf 1 Wajib
Semester VIII
. Jenis Mata
No Kode Nama Mata Kuliah SKS -
Kuliah
1 USK402001 Kuliah Kerja Nyata 4 Wajib
2 USK403007 Skripsi 6 Wajib

Tabel 11: Sebaran mata kuliah bersyarat dan prasyaratnya Prodi HES

Mata Kuliah Mata Kuliah
Smt Kode MK Bersyarat Smt Kode MK Prasyarat Ket
Il MUA404013 Hukum Adat I MUA404007 PengantarHukum Ambil
Indonesia
MUA404014 Hukum | USK401004  Fikih dan Usul Ambil
Kewarisan Fikih
Islam
MUA404017 Hukum Zakat | USK401004  Fikih dan Usul Ambil
dan Wakaf Fikih
MUA404018 Tafsir Ayat | USK401002  Al-Qur’an dan Ambil
Hukum Hadis
MUA404012 Hadis Hukum | USK401002  Al-Qur’an dan Ambil
Hadis
MUA404019  Usul Fikih I MUA404010 Usul Fikih Ambil
Bisnis dan
Keuangan
MUA404011 Fikih Perikatan ] MUA404003 Fikih Muamalah ~ Ambil
IV MUA404026 Hukum Pajak 1 MUA404007 Pengantar Ambil
Hukum
Indonesia
MUA404021 Hukum Agraria 1 MUA404007 Pengantar Ambil
Hukum
Indonesia
MUA404023 Hukum 1] MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Ketenagakerjaan
MUA404025 Hukum Kontrak Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
MUA404027 Hukum Tata 1 MUA404007 Pengantar Ambil
Negara Hukum
Indonesia
MUA404022 Hukum 1 MUA404008 Pengantar limu Ambil
Internasional Hukum
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MUA404028 Lembaga | MUA404003 Fikih Muamalah ~ Ambil
Keuangan
Syariah
MUA404029 Sosio- | USK401004  Fikih dan Usul Ambil
Antropologi Fikih
Hukum Islam
MUA404028 Hukum 1 MUA404003 Fikih Muamalah ~ Ambil
Keuangan
Syariah
MUA404020 Akuntansi | MUA404001 Ilmu Ekonomi Ambil
MUA404060 Figh Indonesia | USK401004  Fikih dan Usul Ambil
Fikih
V  MUA404033 Hukum Acara Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Perdata/PA
MUA404034 Hukum Acara Il MUA404016 Hukum Pidana Ambil
Pidana
MUA404037 Hukum Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Perusahaan dan
Kepailitan
MUA404036 Hukum Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Investasi dan
Pasar Modal
MUA404031 Ekonomi | MUA404001 Ilmu Ekonomi Ambil
Syariah
MUA404030 Advokatur Il MUA404016 Hukum Pidana Ambil
MUA404041 Metodologi Il MUA404011 Fikih Perikatan Ambil
Penelitian
Hukum
VI MUA404032 Filsafat Hukum | USK401004  Fikih dan Usul Ambil
Islam Fikih
MUA415035 Hukum I MUA404007 Pengantar Ambil
Administrasi Hukum
Negara Indonesia
MUA414040 Manajemen I MUA404006 Manajemen Ambil
Pemasaran
MUA415061 Hukum Acara Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
PTUN
MUA405046 Hukum Bisnis Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Internasional
MUA405048 Hukum I MUA404015 Hukum Perdata Ambil
Perlindungan
Konsumen dan
Persaingan
Usaha
MUA405049 Legal Drafting Il MUA404015 Hukum Perdata Ambil
MUA405043 Analisa Laporan IV~ MUA404020 Akuntansi Ambil
Keuangan
MUAA404053  Praktikum IV. MUA404028 Lembaga Ambil
Lembaga Bisnis Keuangan
dan Keuangan Syariah
Syariah
MUA404062 Hukum IV MUA404021 Hukum Agraria Ambil
Lingkungan
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MUA415045

MUA415047

MUA415054

MUA414044

MUA414050

VIl MUA404059

MUA404055
MUA402056

MUA402057

VIl USK402001

USK403007

Hukum \Y/ MUA404033
Arbitrase

Hukum Acara
Perdata/PA

Hukum Jaminan Il MUA404015 Hukum Perdata

Teknik \Y/ MUA404033 Hukum Acara

Negosiasi dan Perdata/PA

Mediasi

Etika Profesi \Y/ MUA404033 Hukum Acara

Hukum dan Perdata/PA

Bisnis

Metodologi V  MUA414042  Statistik

Penelitian

Kuantitatif

Praktikum Zakat 1l MUA404017 Hukum Zakat

dan Wakaf dan Wakaf

Kewirausahaan I MUA404006 Manajemen

Praktik Kuliah Semester VI

Lapangan

Praktik \Y/ MUA404033 Hukum Acara

Peradilan Perdata/PA

Kuliah Kerja 110 SKS

Nyata

Skripsi V  MUA404041 Metodologi
Penelitian
Hukum

Ambil

Ambil
Ambil

Ambil

Ambil

Ambil

Ambil

Lulus

Lulus

Lulus

D. Program Studi Perbandingan Mazhab
Jumlah mata kuliah wajib adalah 140 SKS. Jumlah mata kuliah pilihan
kemahiran adalah 20 SKS. Dari 20 SKS ini, minimal ditempuh 10 SKS. Jadi
jumlah SKS yang perlu ditempuh untuk jurusan Perbandingan Mazhab adalah
minimal 150 SKS.

Tabel 12: Sebaran mata kuliah per semester Prodi Perbandingan Mazhab

Kode

NAS400001
NAS400002
USK401001
USK401002
USK401003
USK401004
USK401006
USK401008
PMZ404001
PMZ404002

©CO\ICDUW-I>(JONI-‘§

=
o

Semester |

Nama Mata Kuliah

Bahasa Indonesia

Pancasila

Akhlak Tasawuf

Al Qur’an dan Hadis

Bahasa Arab

Fikih dan Usul Fikih

Pengantar Studi Islam

Tauhid

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Perbandingan Mazhab

Jenis Mata

SKS

N WD NN DNDDNDNDDNDDNDDN

Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
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No

Kode

NAS400003
USK401007

PMZ404003
PMZ404004
PMZ404005
PMZ404006

PMZ404007

PMZ404008
USK401005

Kode

PMZ404009
PMZ404010
PMZ404011
PMZ404012
PMZ404013
PMZ404014
PMZ404015
PMZ404016
PMZ404017

Kode

PMZ415018
PMZ404019
PMZ415020
PMZ404021
PMZ404022

PMZ404023
PMZ404024
PMZ404025
PMZ404026
PMZ404056

Kode
PMZ404027

Semester 11

Nama Mata Kuliah

Kewarganegaraan

Sejarah Kebudayaan Islam dan
Budaya Lokal

Bahasa Inggris

Pengantar Hukum Indonesia
Perbandingan Fikih Ibadah
Perbandingan Hukum Kewarisan
Islam

Perbandingan Hukum Perkawinan
Islam

Sejarah Hukum Islam

Filsafat IImu

Semester |11
Nama Mata Kuliah

Hukum Adat

Hukum Agraria

Hukum Bisnis Islam

Hukum Ketatanegaraan Islam
Hukum Perdata

Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam

IImu Falak

Perbandingan Hukum Zakat dan
Wakaf

Semester IV
Nama Mata Kuliah

Etika Profesi Hukum

Hukum Administrasi Negara
Hukum dan Konstitusi Islam
Hukum Tata Negara
Perbandingan Mazhab dalam Hukum
Islam

Tradisi Sistem Hukum Dunia
Ulumul Hadis

Ulumul Quran

Ushul Fikih

Ilmu Negara

Semester V
Nama Mata Kuliah

Filsafat Hukum Islam

SKS

NN

W N wWwN

2]
A
w

N BN NN BN

SKS

NN NN

N BN NN

SKS
2

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Pilihan
Wajib
Pilihan
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
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PMZ404028
PMZ404029
PMZ404047
PMZ415031
PMZ415032
PMZ404033

PMZ404034

PMZ404035
PMZ404036
PMZ404037
PMZ415049

Kode

PMZ415038
PMZ415039
PMZ404040
PMZ404042
PMZ404043
PMZ402046
PMZ404047
PMZ404060
PMZ415057
PMZ404059
PMZ404058

Kode

PMZ404048
PMZ415050
PMZ404051
PMZ415052
PMZ402053
PMZ404054
PMZ415055
PMZ415061

Kode

USK402001
USK403007

Hadis Ahkam

Hukum Acara Perdata/PA

Hukum Acara Pidana

Hukum Internasional

Hukum Perdata Internasional
Metode Penelitian dan Penu- lisan
Hukum

Perbandingan Hukum Keluarga di
Negara Islam

Sosio-Antropologi Hukum Islam
Tafsir Ayat Ahkam

Teori Perbandingan Hukum
Kewirausahaan

Semester VI
Nama Mata Kuliah

Fatawa

Fikih Indonesia

Fikih Kontemporer

Hukum Acara Peradilan Militer
Hukum Acara PTUN

Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Qawaid Fighiyah

Perancangan Kontrak

Fikih Lokal

Hukum Lingkungan

Hukum Dagang

Semester VII
Nama Mata Kuliah

Advokatur

Komunikasi Publik/Sosial

Legal Drafting

Mediasi

Praktek Peradilan

Qiraatul Kutub

Studi Kepemimpinan Islam
Hukum Islam dan Analisis Gender

Semester VIII

Nama Mata Kuliah

Kuliah Kerja Nyata
Skripsi

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Pilihan
Wajib

W NN

N

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Pilihan

NN NN

Jenis Mata
Kuliah
Pilihan
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Pilihan
Wajib
Wajib

(%)
A
wn

NN NN NDNDNDNDDNDDNDDN

Jenis Mata
Kuliah
Wajib
Pilihan
Wajib
Pilihan
Wajib
Wajib
Pilihan
Pilihan

SKS

NN NN WNDDND NN

Jenis Mata
SKS Kuliah

4 Wajib
6 Wajib

Tabel 13: Sebaran mata kuliah bersyarat dan prasyaratnya Prodi

Perbandingan Mazhab
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Smt
11

VI

VIl

VIl

Kode MK
PMZ404013

PMZ404014

PMZ404025

PMZ404024

PMZ404026

PMZ404022

PMZ404034

PMZ404035

PMZ404029

PMZ404030

PMZ404047

PMZ404043

PMZ402046

PMZ404054

PMZ402053

USK402001

USK403007

Mata Kuliah
Bersyarat
Hukum Perdata

Hukum Pidana
Ulumul Qur’an
Ulumul Hadis
Usul Fikih

Perbandingan
Mazhab dalam
Hukum Islam
Perbandingan
Hukum
Keluarga di
Negara Islam
Sosio-
Antropologi
Hukum Islam

Hukum Acara
Perdata/PA

Hukum Acara
Pidana

Qawaid
Fighiyah

Hukum Acara
PTUN

Praktik Kerja
Lapangan
Qiraatul Kutub

Praktek
Peradilan

Kuliah Kerja
Nyata

Skripsi

Smt

VI

Kode MK
PMZ404001

PMZ404001

USK401002

USK401002

USK401004

PMZ404002

PMZ404002

USK401006

PMZ404013

PMZ404014

PMZ404026
USK401004

PMZ404021

PMZ404026

USK401003
PMZ404002

PMZ404047

PMZ404029

PMZ404047

110 SKS

120 SKS

Mata Kuliah
Prasyarat
Pengantar
llImu Hukum

Pengantar
IImu Hukum
Al-Qur’an
dan Hadis
Al-Qur’an
dan Hadis
Fikih dan
Usul Fikih

Pengantar
Perbandingan
Mazhab
Pengantar
Perbandingan
Mazhab

Pengantar
Studi Islam

Hukum
Perdata

Hukum
Pidana

Usul Fikih

Fikih dan
Ushul Fikih

Hukum
Administrasi
Negara

Usul Fikih

Bahasa Arab
Pengantar
Perbandingan
Mazhab

Qowaid
Fighiyah
Hukum
Acara
Perdata/PA
Hukum
Acara Pidana

Ket

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus
Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Ambil

Lulus
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E. Program Studi llmu Hukum
Jumlah mata kuliah wajib adalah 140 SKS. Jumlah mata kuliah pilihan
kemahiran adalah 10 SKS. Dari 10 SKS ini, minimal ditempuh 4 SKS. Selain
mata kuliah kemabhiran, terdapat mata kuliah pilihan konsentrasi sebanayak 20
SKS. Dari 20 SKS ini, minimal 10 SKS harus ditempuh. Jadi jumlah SKS yang
perlu ditempuh untuk jurusan IImu Hukum adalah minimal 152 SKS.

Tabel 14: Sebaran mata kuliah per semester Prodi llmu Hukum

Kode

IHK404004
USK401003
USK401004
NAS400002
IHK404001
USK401006
IHK404003
USK401008
USK401002
IHK404002

© o~ TN WN g

=
o

Kode

NAS400003
IHK404007
IHK404008
IHK404005
IHK404009
IHK404010
IHK404011
USK401007

Z
o

W N Ol WN -

No Kode

IHK404015
IHK404014
IHK404016
IHK404013
IHK404012
USK401005
USK401001

~No o WwWN

No Kode
1 IHK404018

Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
Tafsir Ayat dan Hadis Hukum 2 Wajib
Bahasa Arab 2 Wajib
Fikih/Usul Fikih 2 Wajib
Pancasila 2 Wajib
Bahasa Inggris 2 Wajib
Pengantar Studi Islam 2 Wajib
Pengantar IImu Hukum 3 Wajib
Tauhid 2 Wajib
Al-Qur’an dan Hadis 2 Wajib
Fikih Indonesia 2 Wajib
Semester 11
Nama Mata Kuliah sks  Jenis Mata
Kuliah
Kewarganegaraan 2 Wajib
Hukum Perdata Islam 3 Wajib
Hukum Publik Islam 3 Wajib
Ekonomi Syariah 2 Wajib
llmu Negara 2 Wajib
Pengantar Hukum Indonesia 3 Wajib
Sejarah Hukum 2 Wajib
SKI dan Budaya Lokal 2 Wajib
Semester I11
Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
Hukum Pidana 4 Wajib
Hukum Perdata 4 Wajib
Hukum Tata Negara 4 Wajib
Hukum Administrasi Negara 4 Wajib
Hukum Adat 3 Wajib
Filsafat llmu 2 Wajib
Akhlaq dan Tasawuf 2 Wajib
Semester IV
Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
Hukum Acara Pidana 3 Wajib
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2 IHK404017 Hukum Acara Perdata 3 Wajib
3 IHK404023 Hukum Pajak 2 Wajib
4 IHK404019 Hukum Agraria 4 Wajib
5 IHK404006 Hukum Pidana Khusus 2 Wajib
6 IHK404020 Hukum Dagang 2 Wajib
7 IHK404022 Hukum Lingkungan 2 Wajib
8 IHK404021 Hukum Ketenagakerjaan 2 Wajib
9 IHK404006 Hukum Perdata Internasional 2 Wajib
Semester V
. Jenis Mata
No Kode Nama Mata Kuliah SKS -
Kuliah
1 IHK402030 Praktik Peradilan 4 Wajib
2 IHK404029 Perancangan Kontrak 2 Wajib
3 IHK404025 Hukum Acara Peradilan Militer 2 Wajib
4 IHK404026 Hukum Acara PTUN 2 Wajib
5 IHK404027 Hukum Mayantara/Cyber Law 2 Wajib
6 IHK404031 Sosio-antropologi Hukum 3 Wajib
7 IHK404028 Metode Penelitian dan Penu- lisan 3 Wajib
Hukum
8 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 Wajib
Semester VI
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata
Kuliah
1 IHK404041 Praktik Peradilan Tata Usaha 2 Wajib
Negara
2 IHK404038 Legal Drafting 3 Wajib
3 IHK404035 Hukum Acara Peradilan Agama 2 Wajib
IHK404034 Hukum Acara Mahkamah 2 Wajib
Konstitusi
5 IHK404036 Hukum Internasional 4 Wajib
6 IHK404040 Politik Hukum 2 Wajib
7 IHK404033 Filsafat Hukum 2 Wajib
8 IHK415137 Kontrak Bisnis Internasional 2 Pilihan
9 IHK415143 Teknik Investigasi 2 Pilihan
10 IHK415132 Advokatur 2 Pilihan
11 IHK415142 Resolusi Konflik Alternatif 2 Pilihan
12 IHK415139 Penyelesaian Sengketa 2 Pilihan
Semester VI
. Jenis Mata
No Kode Nama Mata Kuliah SKS -
Kuliah
1 IHK404044 Etika Profesi Hukum 2 Wajib
2 IHK405049 Hukum dan Perubahan Sosial 2 Wajib
3 IHK405048 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 Wajib
Mata Kuliah Konsentrasi
Hukum Pidana 10
1 IHK444473 Perbandingan Hukum Pidana 2 Pilihan
2 IHK444475 Politik Hukum Pidana 2 Pilihan
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3 IHK444476 Sistem Peradilan Pidana 2 Pilihan
4 IHK444472 Kriminologi 2 Pilihan
5 IHK444467 Hukum Pidana Internasional 2 Pilihan
6 IHK444450 Hukum Forensik 2 Pilihan
7 IHK444469 Hukum Pidana Militer 2 Pilihan
8 IHK444468 Hukum Pidana Lingkungan 2 Pilihan
9 IHK444466 Hukum Pidana Anak 2 Pilihan
10 IHK444465 Hukum Pidana Adat 2 Pilihan
Hukum Tata Negara/Administrasi Negara 10
1 IHK444461 Hukum Pemerintah Daerah 2 Pilihan
2 IHK444458 Hukum Konstitusi 2 Pilihan
3 IHK 444474 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 Pilihan
4 IHK 444455 Hukum Kepartaian dan Pemilu 2 Pilihan
5 IHK444471 Kekuasaan Kehakiman 2 Pilihan
6 IHK444457 Hukum Kewarganegaraan 2 Pilihan
7 IHK444445 Hukum Anggaran Negara 2 Pilihan
8 IHK444463 Hukum Perijinan 2 Pilihan
9 IHK444456 Hukum Kesehatan 2 Pilihan
10 IHK444453 Hukum Kebijakan Publik 2 Pilihan
Hukum Perdata 10
1 IHK444462 Hukum Perbankan 2 Pilihan
2 IHK444460 Hukum Pasar Modal dan Investasi 2 Pilihan
3 IHK444451 Hukum Hak atas Kekayaan 2 Pilihan
Intelektual
4 IHK444452 Hukum Jaminan 2 Pilihan
5 IHK444454 Hukum Kepailitan 2 Pilihan
6 IHK444447 Hukum Asuransi 2 Pilihan
7 IHK444470 Hukum Surat-surat Berharga 2 Pilihan
Hukum Antimonopoli dan
Persaingan
IHK444446 Usaha Tidak Sehat 2 Pilihan
9 IHK444459 Hukum Lembaga Pembiayaan 2 Pilihan
10 IHK444464 Hukum Perlindungan Konsumen 2 Pilihan
Semester VIII
No Kode Nama Mata Kuliah SKS  Jenis Mata
Kuliah
1 USK402001 KKN 4 Wajib
2 USK403007 Skripsi 6 Wajib

Tabel 15: Sebaran mata kuliah bersyarat dan prasyaratnya Prodi Perbandingan
Mazhab

Smt Kode MK  Mata Kuliah Smt Kode MK Mata Kuliah Ket
Bersyarat Prasyarat
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IHK404007

IHK404008

IHK404010

IHK404011

IHK404015

IHK404014

IHK404016

IHK404013

IHK404012

IHK404018

IHK404017

IHK404023

IHK404019

IHK404024

IHK404006

IHK404020
IHK404022

IHK404021

IHK402030

Hukum Perdata
Islam

Hukum Publik
Islam

Pengantar

Hukum Indonesia

Sejarah Hukum
Hukum Pidana
Hukum Perdata

Hukum Tata
Negara

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Adat

Hukum Acara
Pidana

Hukum Acara
Perdata

Hukum Pajak

Hukum Agraria

Hukum Pidana
Khusus

Hukum Perdata
Internasional
Hukum Dagang
Hukum
Lingkungan

Hukum
Ketenagakerjaan

Praktik Peradilan

Il
v

USK401004

USK401006

USK401004

USK401006

IHK404003

IHK404003

IHK404010

IHK404010

IHK404010

IHK404010

IHK404010

IHK404015

IHK404014

IHK404013

IHK404013

IHK404015

IHK404014

IHK404014

IHK404013

IHK404013

IHK404014

IHK404018

IHK404017

Fikih dan Usul
Fikih
Pengantar Studi
Islam

Fikih dan Usul
Fikih
Pengantar Studi
Islam

Pengantar limu

Pengantar limu
Hukum

Pengantar Hukum
Indonesia
Pengantar Hukum
Indonesia
Pengantar Hukum
Indonesia

Pengantar Hukum
Indonesia

Pengantar Hukum
Indonesia

Hukum Pidana
Hukum Perdata

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
AdministrasiNegara

Hukum Pidana
Hukum Perdata

Hukum Perdata
Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Perdata
Hukum Acara
Pidana

Hukum Acara
Pidana

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Pedoman Akademik Program Sarjana | 43




VI

Vil

IHK404029

IHK404025

IHK404026

IHK404027

IHK404031

IHK404028

IHK402041

IHK404038

IHK404035

IHK404034

IHK404036

IHK404040

IHK404033

IHK415137

IHK415143

IHK415132

IHK415142

IHK415139

IHK404044

Perancangan
Kontrak

Hukum Acara
Peradilan Militer

Hukum Acara
PTUN

Hukum
Mayantara/Cyber
Law

Sosio-
Antropologi
Hukum

Metode
Penelitian dan
Penulisan Hukum

Praktik Peradilan
Tata Usaha
Negara

Legal Drafting

Hukum Acara
Peradilan Agama

Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi

Hukum
Internasional

Politik Hukum

Filsafat Hukum

v

\

IHK404014

IHK404018

IHK404013

IHK404015

IHK404010

IHK404010

IHK404026

IHK404016

IHK404017

IHK404016

IHK404010

IHK404006

IHK404016

USK401005

Hukum Perdata

Hukum Acara
Pidana

Hukum

AdministrasiNegara

Hukum Pidana

PengantarHukum
Indonesia

Pengantar Hukum
Indonesia

Hukum Acara
PTUN

Hukum Tata
Negara

Hukum Acara
Perdata

Hukum Tata
Negara

Pengantar Hukum
Indonesia

Hukum Perdata
Internasional

Hukum Tata
Negara

Filsafat llmu

Mata Kuliah Pilihan Kemahiran

Kontrak Bisnis
Internasional
Teknik
Investigasi

Advokatur

Resolusi Konflik
Alternatif

Penyelesaian
Sengketa

Etika Profesi
Hukum

v

IHK404020

IHK404018

IHK404018

IHK404017

IHK404017

IHK404018

IHK404017

IHK404018

Hukum Dagang

Hukum Acara
Pidana
Hukum Acara
Pidana
Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara
Pidana
Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara
Perdata

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus
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IV IHK404017 Hukum Acara Lulus
Perdata
IHK405049  Hukum dan V  IHK404031 Sosio- Antropologi  Lulus
Perubahan Sosial Hukum
IHK405048 Hukum dan Hak Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Asasi Manusia
Il IHK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi yang harus ditempuh
Hukum Pidana
IHK444473  Perbandingan Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Hukum Pidana
IHK444475  Politik Hukum Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Pidana
IHK444476  Sistem Peradilan Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Pidana
IHK444472  Kriminologi Il 1HK404015 Hukum Pidana Lulus
IHK444472  Kriminologi Il 1HK404015 Hukum Pidana Lulus
IHK444467 Hukum Pidana Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Internasional
VI  IHK404036 Hukum Pidana Lulus
IHK444450  Hukum Forensik Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
IHK444469  Hukum Pidana Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Militer
IHK444468 Hukum Pidana Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Lingkungan
IHK444466  Hukum Pidana Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Anak
IHK444465 Hukum Pidana Il IHK404015 Hukum Pidana Lulus
Adat
Hukum Tata Negara/Administrasi Negara
IHK444461 Hukum I IHK404013 Hukum Lulus
Pemerintah Administrasi
Daerah Negara
I 1HK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
1] IHK404013 Hukum Lulus
Administrasi
Negara
IHK444458  Hukum Il IHK404016  Hukum Tata Lulus
Konstitusi Negara
IHK444474  Perbandingan I IHK404013 Hukum Lulus
Hukum Tata Administrasi
Negara Negara
1] IHK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
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IHK444455  Hukum I 1HK404013  Hukum Lulus
Kepartaian dan Administrasi
Pemilu Negara
I IHK404016 Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444471  Kekuasaan I 1HK404013  Hukum Lulus
Kehakiman Administrasi
Negara
I IHK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444457  Hukum I 1HK404013  Hukum Lulus
Kewarganegaraan Administrasi
Negara
Il 1HK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444445  Hukum Anggaran  1ll  1HK404013  Hukum Lulus
Negara Administrasi
Negara
Il IHK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444463  Hukum Perijinan Il 1HK404013  Hukum Lulus
Administrasi
Negara
Il 1HK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444456  Hukum I IHK404013  Hukum Lulus
Kesehatan Administrasi
Negara
I 1HK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
IHK444453  Hukum I 1HK404013  Hukum Lulus
Kebijakan Publik Administrasi
Negara
I 1HK404016  Hukum Tata Lulus
Negara
Hukum Perdata
IHK444462  Hukum IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
Perbankan
IHK444460 Hukum Pasar IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
Modal dan
Investasi
IHK444451  Hukum Hak atas IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
Kekayaan
Intelektual
IHK444452  Hukum Jaminan 1 1HK404014  Hukum Perdata Lulus
IHK444454  Hukum IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
Kepailitan
IHK444447  Hukum Asuransi IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
IHK444470  Hukum Surat- IV IHK404020 Hukum Dagang Lulus
surat Berharga
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VIl

IHK444446

IHK444459

IHK444464

USK402001
USK403007

Hukum
Antimonopoli
dan Persaingan
Usaha Tidak
Sehat

Hukum Lembaga
Pembiayaan
Hukum
Perlindungan
Konsumen

KKN
Skripsi

IV IHK404020

IV 1HK404020

IV 1HK404020

V  IHK404028

Hukum Dagang

Hukum Dagang

Hukum Dagang

110 SKS
Metode Penelitian
dan Penulisan
Hukum

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus
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BAB VI

KURIKULUM MERDEKA 2020: SEBARAN DAN PRASYARAT

Mulai Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memberlakukan Kurikulum
MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengintegrasikan dan
menginterkoneksikan ilmu keislaman dan ilmu umum. Kurikulum MBKM
diberlakukan bagi mahasiswa mulai Angkatan 2020/2021. Adapun sebaran
matakuliah dan prasyaratnya dari masing-masing program studi adalah sebagai

berikut.

A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Jumlah mata kuliah wajib sebanyak 138 SKS. Jumlah Mata kuliah
pilihan sebayak 20 SKS. Dari 20 SKS mata kuliah pilihan, 10 SKS harus
diambil. Untuk lulus Prodi HKI minimal lulus 148 SKS. Berikut akan
ditampilkan seluruh mata kuliah Prodi HKI beserta mata kuliah prasyaratnya.

Tabel 16: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HKI dan mata kuliah

prasyarat
SEMESTER I Prasyarat
. Nama :
No Kode MK Ea”f‘a Mata sks S kodeMK  Mata sks NS gme
uliah MK - MK
Kuliah

1 HKI415004 Bahasa Arab 2 Wajib
2 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 Wajib
3 HKI415005 Bahasa Inggris 2 Wajib
4 HKI414001  Fikih dan Usul 2 Wajib

Fikih
5 USKA411005 Islam dan llmu 2 Wajib

Sosial Humaniora
6 USK411004 Islam dan Sains 2 Wajib
7  NAS410001 Pancasila 2 Wajib
8 HKI414003 Pengantar 2 Wajib

Hukum Keluarga
9 HKI414002 Pengantar limu 3 Wajib

Hukum
10 USK411001 Pengantar Studi 4 Wajib

Islam
SEMESTER II
1 HKI414007 Fikih Ibadah 2 Wajib
2  HKI414009 Fikih Muamalat 2 Wajib
3 HKI415013 Filsafat IImu 3 Wajib
4 HKI414010 Hukum Adat 2 Wajib
5 NAS410002 Kewarganegaraan 2 Wajib
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6 HKI415011
7  HKI415012
8  HKI414006

9  USKA411006
10 HKI414008

SEMESTER I11
1  HKI414020
2 HKI414019
3 HKI414017
4 HKI414018
5 HKI414016
6 HKI414015
7  HKI414021

8  USKA411003

9  USKA411002

10 HKI414014

SEMESTER IV
1 HKI414027
2 HKI414022
3 HKI414023
4 HKI414024
5 HKI415030
6 HKI424028
7 HKI414025
8  HKI424029

Membaca Teks
Arab

Membaca Teks
Inggris
Pengantar

Hukum Indonesia

Peradaban Islam

Sejarah Hukum
Islam

Ekonomi Syariah

Hukum Agraria

Hukum Perdata

Hukum Pidana

Hukum Pidana
Islam
Sosiologi-
Antropologi
Hukum Islam
Tauhid

Ulum Al-Hadis

Ulum Al-Quran

Usul Fikih

Hadis Hukum

Hukum
Kewarisan Islam
Hukum
Perkawinan Islam
Hukum Zakat &
Wakaf

Islam dan HAM
Psikologi
Keluarga *
Qawa’id
Fighiyah
Sosiologi
Keluarga *

Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Pilihan

Wajib

Pilihan

HKI1415004

HK1415005

HK1414002

HK1414009

HK1414002

HK1414002

HK1414002

HK1415004

HK1415004

HKI1415004

HKI1415004

HKI1414014

HKI1414015

Bahasa
Arab
Bahasa
Inggris
Pengantar
lImu
Hukum

Fikih
Muamalat
Pengantar
lImu
Hukum
Pengantar
lImu
Hukum
Pengantar
lImu
Hukum

Bahasa
Arab
Bahasa
Arab
Bahasa
Arab

Bahasa
Arab

Usul Fikih

Sosiologi-
Antropologi
Hukum
Islam

4

3

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

3

3
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9 HKI414026  Tafsir Ayat 4 Wajib  HKI415004 Bahasa 2 Wajib

Hukum Arab
SEMESTER V
1 HKI414034  Filsafat Hukum 2 Wajib
Islam
2  HKI414031 Hukum Acara 3 Wajib  HKI1414002 Pengantar 3 Wajib
Perdata/PA limu
Hukum
3  HKI414032 Hukum Acara 2 Wajib  HKI1414002 Pengantar 3 Wajib
Pidana limu
Hukum
4 HKI414038 Hukum Tata 2 Wajib  HKI1414002 Pengantar 3 Wajib
Negara limu
Hukum
5 HKI414035 llmu Falak 4 Wiajib
6 HKI414036 Kepenghuluan 2 Wajib  HKI414023 Hukum 4 Wajib
Perkawinan
Islam
7  HKI414037 Mediasi 2 Wajib
8 HKI414039 Metodologi 2 Wiajib
Penelitian

9 HKI414033  Sejarah Peradilan 2 Wajib
dan Hk. Acara

Islam
SEMESTER VI
1 HKI414045  Administrasi 2 Wajib  HKI414031 Hukum 3 Wajib
Peradilan Acara
Perdata/PA
2 HKI414040  Advokatur 2 Wajib  HKI414031 Hukum 3 Wajib
Acara
Perdata/PA
HKI1414032 Hukum 2 Wajib
Acara
Pidana
3  HKI425049 Fikih Indonesia * 2 Pilihan
4 HKI425050 Fikih Siyasah * 2 Pilihan
5 HKI424046 Hukum Acara 2 Pilihan HKI414002 Pengantar 3 Wajib
PTUN * lImu
Hukum
6 HKI425051 Hukum Acara 2 Pilihan HKI414002 Pengantar 3 Wajib
Peradilan Militer lImu
* Hukum
7 HKI1414041 Hukum 2 Wajib  HKI1414022 Hukum 4 Wajib
Kewarisan di Kewarisan
Dunia Islam Islam
8 HKI1414042 Hukum 2 Wajib  HKI1414023 Hukum 4 Wajib
Perkawinan di Perkawinan
Dunia Islam Islam

9 HKI425048 Kewirausahaan* 2 Pilihan
10 HKI414043 Legal Drafting Wajib
11  HKI424047  Orientalisme 2 Pilihan

dalam Hk. Islam
*

N
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12 HKI414044  Praktik Kerja 2 Wajib
Lapangan
SEMESTER VII
1 HKI424056 Etika Profesi 2 Pilihan
Hukum *
2 HKI424055 Hukum Acara 2 Pilihan HKI414002 Pengantar 3 Wajib 1
Mahkamah limu
Konstitusi* Hukum
3  HKI414054 Hukum Keluarga 2 Wajib  HKI1414042 Hukum 2 Wajib 6
Islam Perkawinan
Kontemporer di Dunia
Islam
4 HKI414053 Hukum Perdata 2 Wajib
Internasional
5 HKI414052  Praktik Peradilan 2 Wajib
SEMESTER VIII
1 USK412001 Kuliah Kerja 4 Wajib
Nyata
2 USK413006  Skripsi 6 Wajib
B. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Jumlah mata kuliah wajib sebanyak 137 SKS. Jumlah Mata kuliah
pilihan sebayak 20 SKS. Dari 20 SKS mata kuliah pilihan, 10 SKS harus
diambil. Berikut akan ditampilkan seluruh mata kuliah Prodi HTN beserta
mata kuliah prasyaratnya.

Tabel 17: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HTN dan mata kuliah
prasyarat

SEMESTER | Prasyarat

Nama Mata Jenis Nama Mata Jenis
No Kode MK Kuliah SKS MK Kode MK Kuliah SKS MK Smt
1 HTN414002 Bahasa Arab 2 Wajib
2 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 Wajib
3 NAS410002 Kewarganegaraan 2 Wajib
4 NAS410001 Pancasila 2 Wajib
5 HTN414001 Pengantar Fikih 2 Wajib

Siyasah
6 USKA411001 Pengantar Studi 4 Wajib

Islam
7 USKA411006 Peradaban Islam 2 Wajib
8 USKA411003 Ulum Al-Hadis 2 Wajib
9 USK411002 Ulum Al-Quran 2 Wajib
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SEMESTER 11
1 HTN414007
2 HTN414005

3 HTN414008
HTN414010
5 HTN414006

SN

6  HTN414009
7 USKA411005

8  USKA411004
9 HTN414004

10 HTNA414003

SEMESTER 11

1 HTN414018

2 HTN414011

HTN414017
4 HTN414015

w

5 HTN414016

6 HTN414012

7 HTN414013

8 HTN414019

9  HTN414020

10 HTNA414014

SEMESTER IV
1 HTN414028

2 HTN414025

Bahasa Inggris
Filsafat Hukum
Islam

Hukum Adat
Hukum Islam
Hukum
Perkawinan Islam

llmu Negara
Islam dan limu
Sosial Humaniora

Islam dan Sains
Pengantar
Hukum Indonesia

Pengantar limu
Hukum

Ayat-Ayat
Siyasah

Fikih Muamalah
Hadis Hukum
Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Perdata

Hukum Pidana

Hukum Tata
Negara

Hukum Zakat dan
Wakaf

Tafsir Ayat
Hukum

Ushul Fikih

Hukum Agraria

Hukum
Internasional

Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

HTN414004

HTN414004

HTN414004

HTN414004

HTN414013

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Hukum
Tata Negara

4

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

3
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3 HTN414023 Hukum 2 Wajib
Kewarisan Islam

4 HTN414022 Hukum 2 Wajib  HTN414013  Hukum 4 Wajib
Konstitusi Tata Negara

5 HTN414030 Hukum 2 Wajib  HTN414013  Hukum 4 Wajib
Lingkungan Tata Negara

HTN414015 Hukum 2 Wajib
Administrasi

Negara

6 HTN414029 Hukum 2 Wajib  HTN414013  Hukum 4 Wajib

Pemerintahan Tata Negara

Daerah dan Desa

7 HTN414021 Hukum Pidana 2 Wajib
Islam
8 HTN414026 Hukum dan 2 Wajib
HAM
9 HTN414027 Kekuasaan 2 Wajib  HTN414013  Hukum 4  Wajib
Kehakiman Tata Negara
10 HTNA414024 Siyasah 2 Wajib  HTN414001 Pengantar 2 Wajib
Dusturiyah Fikih
Siyasah
SEMESTER V
1 HTN414036 Hadis-Hadis 2 Wajib
Siyasah
2 HTN414037 Hukum Acara 2 Wajib  HTN414022 Hukum 2 Wajib
Mahkamah Konstitusi
Konstitusi
3 HTN414031 Hukum Acara 2 Wajib  HTN414016 Hukum 2 Wajib
Perdata Perdata
4 HTN414032 Hukum Acara 2 Wajib  HTN414012 Hukum 2 Wajib
Pidana Pidana
5 HTN414040 Hukum 2 Wajib
Kepartaian dan
Pemilu
6 HTN414034 Hukum Pajak 2 Wajib
7 HTN414035 Hukum Tata 2 Wajib  HTN414024 Siyasah 2 Wajib
Negara Islam Dusturiyah
Kontemporer
HTN414001 Pengantar 2 Wajib
Fikih
Siyasah
8 HTN414039 IImu Perundang- 2 Wajib
undangan

Pedoman Akademik Program Sarjana | 54




9 HTN414038

10 HTNA414033

SEMESTER VI
1 HTN414044
2 HTN414043

3 HTN414045

4 HTN414046

5  HTN414047

6  HTN414042

7 HTN425052

8  HTN414048

9  HTN425049

10 HTNA414041

11  HTN425050

12 HTN425051

SEMESTER VIl
1  HTN425056

2 HTN425060

Legislasi Perda
Syariah
Metodologi
Penelitian dan
Penulisan Hukum

Fikih Indonesia
Hukum Acara
PTUN

Hukum
Keuangan Negara

Hukum Lembaga
Negara

Kaidah-Kaidah
Fikih Siyasah

Legal Drafting

Metode
Penelitian
Hukum Tata
Negara
Nizam ad-
Dawlah an-
Nabawiyyah

Perbandingan
HTN

Politik Hukum
dan Legislasi

Siyasah Dauliyah

Siyasah Qadaiyah

Affirmative
Action dalam
Ketatanegaraan
Indonesia

Hukum Tata
Negara Darurat

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Pilihan

Wajib

Pilihan

Wajib

Pilihan

Pilihan

Pilihan

Pilihan

HTN414015

HTN414013

HTN414039

HTN414022

HTN414013

HTN414022

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Tata Negara

lImu
Perundang-
undangan

Hukum
Konstitusi

Hukum
Tata Negara

Hukum
Konstitusi

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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3 HTN414053 Istinbat al- 2 Wajib
Ahkam as-
Siyasiyyah

4 HTN414054 Kauliah Kerja 2 Wajib
Lapangan
(Lembaga
Negara)

5 HTN425057 Negara Hukum 2 Pilihan
dan Demokrasi
6 HTN425059 Pemikiran HTN 2 Pilihan

Islam
Kontemporer
7 HTN425058 Pemikiran HTN 2 Pilihan
di Indonesia
8 HTN425061 Praktik Judicial 2 Pilihan HTN414039 limu 2 Wajib 5
Review Perundang-
undangan
HTN414037 Hukum 2 Wajib 5
Acara
Mahkamah
Konstitusi
9 HTN414055 Praktik Peradilan 2 Wajib
SEMESTER VIII
1 USK412001 KKN 4  Wajib
2 USK413006  Skripsi 6  Wajib
C. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Jumlah mata kuliah wajib sebanyak 135 SKS. Jumlah Mata kuliah
pilihan sebayak 20 SKS. Dari 20 SKS mata kuliah pilihan, 10 SKS harus
diambil. Untuk lulus Prodi HES minimal lulus 145 SKS. Berikut akan
ditampilkan seluruh mata kuliah Prodi HES beserta mata kuliah prasyaratnya.

Tabel 18: Sebaran mata kuliah per semester Prodi HTN dan mata kuliah
prasyarat
SEMESTER | Prasyarat
Nama Mata Jenis Nama Mata Jenis
No Kode MK Kuliah SKS MK Kode MK Kuliah SKS MK Smt
1 HES414003 Bahasa Arab 2 Wajib

2 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 Wajib

3 USK411004 Islam dan Sains 2 Wajib
4 NAS410001 Pancasila 2 Wajib
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5 HES414001

6 HES414002

7  USK411001

8 USKA411006

9 USK411002
SEMESTER 11

1 HES414005

2 HES414008

3  HES414010

4  HES414004

5 HES414009

6 USK411005

7 NAS410002

8  HES414007

9 HES414006

10 USK411003

SEMESTER 11
1  HES414017
2  HES414013
3 HES414016
4  HES414015

5 HES414018

6 HES414011

7  HES414012

Pengantar
Hukum Indonesia

Pengantar llmu
Hukum

Pengantar Studi
Islam

Peradaban Islam

Ulum Al-Qur'an

Fikih Muamalat
Fikih dan Usul
Fikih

Hukum
Perkawinan Islam

Hukum Zakat dan
Wakaf

Ilmu Ekonomi
Islam dan limu
Sosial Humaniora

Kewarganegaraan

Studi Hukum
Empiris

Tafsir Ayat
Hukum

Ulum Al-Hadis

Fikih Perikatan
Hadis Hukum
Hukum Adat
Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Kewarisan Islam

Hukum Perdata

Hukum Pidana

NN DN D

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

HES414002

HES414002

Pengantar
limu Hukum

Pengantar
limu Hukum

3

3

Wajib

Wajib

1

1
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8 HES414014 Hukum Tata 2 Wajib  HES414002 Pengantar 3 Wajib

Negara limu Hukum

9 HES414035 Manajemen 2 Wajib

10 HES414019 Usul Fikih 2 Wajib  HES414008 Fikih dan 2 Wajib

Usul Fikih

SEMESTER IV

1  HES425042 Akuntansi 2 Pilihan

2  HES414022 Hukum Acara 2 Wajib  HES414011 Hukum 2 Wajib
Perdata Perdata

3  HES414023 Hukum Acara 2 Wajib  HES414012 Hukum 2 Wajib
Pidana dan Pidana
Pembuktian

4  HES414030 Hukum Agraria 2 Wajib
5 HES414026 Hukum Investasi 2 Wajib
dan Pasar Modal

6 HES414025 Hukum Kontrak 3 Wajib

7  HES414028 Hukum Pajak 2 Wajib
8 HES414029 Hukum 2 Wajib
Perusahaan dan

Kepailitan
9 HES425032 Kewirausahaan 2 Pilihan

10 HES414027  Usul Fikih Bisnis 4 Wajib
dan Keuangan

SEMESTER V
1 HES414039 Ekonomi Syariah 2 Wajib

2  HES414034 Filsafat Hukum 2 Wajib
Islam

3  HES425031 Hukum 2 Pilihan
Internasional
Publik

4  HES414038 Hukum 2 Wajib
Kekayaan
Intelektual
(HAKI)

5 HES425043 Hukum 2 Pilihan
Lingkungan

6 HES414041 Hukum 2 Wajib
Perbankan
Syariah
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7  HES414033

8  HES414037
9  HES425020
10 HES414040
11 HES425021

12 HES414036

SEMESTER VI

1 HES414044

2 HES425050

3 HES414048

4 HES414024

5 HES414049

6 HES425052

7 HES425053

8  HES414047

9  HES414046

10 HES414045

11 HES425051

SEMESTER VII
1 USK412001
2  HES414054

Hukum
Perlindungan
Konsumen dan
Persaingan Usaha

llmu Falak

Islam dan HAM
Keadvokatan
Manajemen
Keuangan
Metodologi
Penelitian dan
Penulisan Hukum

Etika Profesi
Hukum dan
Bisnis
Hukum Acara
PTUN

Hukum Asuransi
Syariah

Hukum Bisnis
Internasional
Hukum Bisnis
Syariah

Hukum Jaminan

Hukum
Ketenagakerjaan

Hukum
Keuangan
Syariah
Kelembagaan
Islam

Kenotariatan
Mediasi dan
Arbitrase

KKN
Magang
Peradilan

N BN

Wajib

Wajib
Pilihan
Wajib
Pilihan

Wajib

Wajib

Pilihan

Wajib

Wajib
Wajib
Pilihan
Pilihan

Wajib

Wajib

Wajib
Pilihan

Wajib
Wajib

HES414015

HES414025

HES414017

HES414004

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum
Kontrak

Fikih
Perikatan
Hukum
Zakat dan
Wakaf

2

3

4

2

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

3

4

3

2
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3  USK413006 Skripsi 6  Wajib HES414036 Metodologi 3 Wajib 5
Penelitian
dan
Penulisan
Hukum
D. Program Studi Perbandingan Mazhab
Jumlah mata kuliah wajib sebanyak 134 SKS. Jumlah Mata kuliah
pilihan sebayak 20 SKS. Dari 20 SKS mata kuliah pilihan, 10 SKS harus
diambil. Untuk lulus Prodi HES minimal lulus 144 SKS. Berikut akan
ditampilkan seluruh mata kuliah Prodi Perbandingan Mazhab beserta mata
kuliah prasyaratnya.
Tabel 19: Sebaran mata kuliah per semester Prodi Perbandingan Mazhab dan
mata kuliah prasyarat
SEMESTER | Prasyarat
No Kode MK Nama Mata SKS  Jenis Kode MK Nama Mata SKS Jenis Smt
Kuliah MK Kuliah MK

1 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 Wajib

2 PMZ414001 Fikih dan Usul 2 Wajib
Fikih

3 NAS410001 Pancasila 2 Wajib

4 PMZ414002 Pengantar limu 3 Wajib
Hukum

5 USKA411006 Pengantar Studi 4 Wajib
Islam

6 USK411001 Peradaban Islam 2 Wajib

7  PMZ415003  Studi 2 Wajib
Perbandingan
Mazhab
8 USK411003 Ulum Al-Hadis 2 Wajib
9 USKA411002 Ulum Al-Quran 2 Wajib
SEMESTER 11
1 PMZ414006 Bhs Arab 2 Wajib
2 PMZz414007 Bhs Inggris 2 Wajib
3 PMZ414005 Fikih Zakat 2 Wajib
4 PMZ414008 Hukum Agraria 2 Wajib
dan Perwakafan
5 USK411005 Islam dan limu 2 Wajib
Sosial Humaniora
6 USK411004 Islam dan Sains 2 Wajib
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7 NAS410002

8 PMZ414010

9 PMZ414009

10 PMZ414004

SEMESTER I

1 PMZ414015
2 PMZ414012

3  PMZ414017

4  PMZ414013

5 PMZ414014

6 PMZ414020

7  PMZ414018

8 PMZ414016

9 PMZ414019

10 PMZ414011

SEMESTER IV
1 PMZ424028
2 PMZ414025

3  PMZ414026

Kewarganegaraan

Pengantar
Hukum Indonesia

Qiraatul Kutub
Usul Fikih 1

Hadis Ahkam
Hukum Adat

Hukum Bisnis
Syari‘ah
Hukum Perdata

Hukum Pidana

limu Falak
Sosio
Antropologi
Hukum Islam
Tafsir Ayat
Ahkam
Tarikh Tasyri
Usul Fikih 2

Fikih Lokal*
Filsafat Hukum
Islam

Hukum Tata
Negara

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Pilihan
Wajib

Wajib

PMZ414002

PMZ414010

PMZ414002

PMZ414010

PMZ414002

PMZ414010

PMZ414004

PMZ414002

PMZ414010

Pengantar 3
limu Hukum

Wajib

Pengantar 3
Hukum
Indonesia

Wajib

Pengantar 3
llmu Hukum

Wajib

Pengantar 3
Hukum
Indonesia

Wajib

Pengantar 3
IImu Hukum

Wajib

Pengantar 3
Hukum
Indonesia

Wajib

Usul Fikih 1 2 Wajib

Pengantar 3
limu Hukum

Wajib

Pengantar 3
Hukum
Indonesia

Wajib
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PMZz415021 Mugaranah
Mazhahib fi al
Ibadat

PMZ415023 Mugaranah
Mazhahib fi al
Jinayat

PMZ415022 Mugaranah
Mazhahib fi al
Munakahat

PMZ415024 Mugaranah
Mazhahib fi al
Ushul

3

3

3

2

Wajib  PMZ414001

PMZ415003

PMZ414004
PMZ414011
PMZ414016
PMZ414015

Wajib  PMZ414001

PMZ415003

PMZ414004
PMZ414011
PMZ414016
PMZ414015

Wajib  PMZ414001

PMZ415003

PMZ414004
PMZ414011

PMZ414016

PMZ414015

Wajib  PMZ414001

PMZ415003

PMZ414004

Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

Usul Fikih 1
Usul Fikih 2

Tafsir Ayat
Ahkam

Hadis
Ahkam

Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

Usul Fikih 1
Usul Fikih 2

Tafsir Ayat
Ahkam
Hadis
Ahkam
Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

Usul Fikih 1
Usul Fikih 2

Tafsir Ayat
Ahkam
Hadis
Ahkam
Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

Usul Fikih 1

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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8 PMZ414027

9 PMZ424029

10 PMZ415056

SEMESTER V
1 PMZ414036

2 PMZ414035

3 PMZ424038

4 PMZ424037

5 PMZ415033

6 PMZ415032

7  PMZ415031

Praktikum Falak

Studi
Kepemimpinan
Islam*

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Acara
Perdata

Hukum Acara
Pidana

Hukum
Perbankan
Syariah*

Hukum dan
Konstitusi Islam*

Metode
Penelitian
Perbandingan
Mazhab

Mugaranah
Mazhahib as-
Siyasah

Mugaranah
Mazhahib fi al
Mawarist

3

Wajib

Pilihan

Wajib

Wajib
Wajib

Pilihan

Pilihan

Wajib

Wajib

Wajib

PMZ414011

PMZ414016

PMZ414015

PMZ414001

PMZ415003

PMZ414004

PMZ414011

PMZ414016

PMZ414015

PMZ414001

PMZ415003

Usul Fikih 2

Tafsir Ayat
Ahkam

Hadis
Ahkam

Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

Usul Fikih 1
Usul Fikih 2

Tafsir Ayat
Ahkam
Hadis
Ahkam
Fikih dan
Usul Fikih

Studi
Perbandingan
Mazhab

2

2

2

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

3

3

3
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PMZ414004 Usul Fikih 1 Wajib
PMZ414011 Usul Fikih 2 Wajib
PMZz414016 Tafsir Ayat Wajib
Ahkam
PMZ414015 Hadis Wajib
Ahkam
8 PMZ415030 Mugaranah 3 Wajib  PMZ414001 Fikih dan Wajib
Mazhahib fi al Usul Fikih
Muamalat
PMZ415003 Studi Wajib
Perbandingan
Mazhab
PMZ414004 Usul Fikih 1 Wajib
PMZ414011 Usul Fikih 2 Wiajib
PMZ414016 Tafsir Ayat Wajib
Ahkam
PMZ414015 Hadis Wajib
Ahkam
9 PMZ415034 Teori 2 Wiajib
Perbandingan
Hukum
10 PMZz415057 Hukum 2 Wajib
Internasional
SEMESTER VI
1 PMZ424051 Etika dan 2 Pilihan
Tanggungjawab
Profesi Hukum*
2  PMZ424048 Fatawa* 2 Pilihan
3  PMZz424055 Hukum Antar 2 Pilihan
Tata Hukum*
4  PMZ414042 Hukum Dagang 2 Wajib  PMZ414002 Pengantar Wajib
limu Hukum
PMZ414010 Pengantar Wajib
Hukum
Indonesia
5 PMZ414043 Hukum 2 Wajib  PMZ414002 Pengantar Wajib
Lingkungan liImu Hukum
PMZ414010 Pengantar Wajib
Hukum
Indonesia
6 PMZz414045 Legal Drafting 2 Wajib  PMZ414035 Hukum Wajib
Acara Pidana
7 PMZz414047 Lembaga dan 2 Wajib
Produk Fatwa di
Dunia Islam
8 PMZ415039 Masail Fikhiyyah 2 Wajib  PMZ415023 Mugaranah Wajib
Mazhahib fi
al Jinayat
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Perancangan
Kontrak

Praktik Kerja
Lapangan
Qawa'id
Fikhiyyah

PMZ415040 Studi Naskah
Klasik Fikih dan

Usul Fikih

PMZ415030

PMZ415032

PMZ415021

PMZ415022

PMZ415024

PMZ415031

PMZ414036

PMZ415023

PMZ415030

PMZ415032

PMZ415021

PMZ415022

PMZ415024

PMZ415031

Mugaranah
Mazhahib fi
al Muamalat
Mugaranah
Mazhahib as-
Siyasah
Mugaranah
Mazhahib fi
al Ibadat
Mugaranah
Mazhahib fi
al Munakahat
Mugaranah
Mazhahib fi
al Ushul

Mugaranah
Mazhahib fi
al Mawarist

Hukum
Acara
Perdata

Mugaranah
Mazhahib fi
al Jinayat

Mugaranah
Mazhahib fi
al Muamalat

Mugaranah
Mazhahib as-
Siyasah

Mugaranah
Mazhahib fi
al Ibadat

Mugaranah
Mazhahib fi
al Munakahat

Mugaranah
Mazhahib fi
al Ushul

Mugaranah
Mazhahib fi
al Mawarist

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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SEMESTER VII

1 PMZz424052 Hukum Islam dan 2 Pilihan
Analisis Gender*
2  PMZ424054 Kewirausahaan* 2 Pilihan PMZ414036 Hukum 2 Wajib 5
Acara
Perdata
3 PMZ424053 Mediasi * 2 Pilihan PMZ414035 Hukum 2 Wajib 5
Acara Pidana
4 PMZ415049 Perbandingan 2 Wajib
Hukum Keluarga
di Negara Islam
5 PMZ414050 Praktik Peradilan 2 Wajib  PMZ414036 Hukum 2 Wajib 5
Acara
Perdata
PMZ414035 Hukum 2 Wajib 5
Acara Pidana
SEMESTER VIII
1 USK412001 KKN 4 Wajib
2 USK413006  Skripsi 6  Wajib
E. Program Studi lImu Hukum
Jumlah mata kuliah wajib sebanyak 134 SKS. Jumlah Mata kuliah
pilihan yang ditawarkan sebayak 70 SKS. Mata Kuliah Pilihan Kemahiran
yang wajib ditempuh mahasiswa sebanyak 4 SKS. Mata Kuliah Pilihan
Konsentrasi yang wajib ditempuh mahasiswa sebanyak 10 SKS. Untuk lulus
Prodi llmu Hukum minimal lulus 149 SKS. Berikut akan ditampilkan seluruh
mata kuliah Prodi llmu Hukum beserta mata kuliah prasyaratnya.
Tabel 20: Sebaran mata kuliah per semester Prodi Ilmu Hukum dan mata
kuliah prasyarat
SEMESTER I Prasyarat
No Kode MK Nama Mata SKS  Jenis Kode MK Nama SKS Jenis Smt
Kuliah MK Mata MK
Kuliah
1 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 Wajib
2 IHK414001  Bahasa Inggris 2 Wajib
3 IHK414005  Fikih dan Ushul 2 Wajib

Fikih
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4 USK411005

5 NAS410002

6 NAS410001

7 IHK414004

8 IHK414003

9 USK411001

SEMESTER 11
1 IHK414010
2 IHK414007
3 IHK414009
4 IHK414008
5 IHK414006
6 IHK414021

7 USK411006

SEMESTER I
1 IHK414002
2 IHK414011

3 IHK414014
4 IHK414015
5 IHK414012

6 IHK414025

Islam dan limu
Sosial Humaniora

Kewarganegaraan

Pancasila

Pengantar Hukum
Indonesia

Pengantar limu
Hukum

Pengantar Studi
Islam

Hukum Adat

Hukum
Administrasi
Negara

Hukum Perdata

Hukum Pidana

Hukum Tata
Negara

llmu Negara
Peradaban Islam

Bahasa Arab
Hukum Agraria

Hukum
Cyber/Telematika/
Teknologi

Hukum Dagang

Hukum
Internasional

Hukum Perdata
Internasional

N

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

IHK414004

IHK414004

IHK414004

IHK414004

IHK414004

IHK414007

IHK414008

IHK414009

IHK414004

IHK414009

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Hukum
Administra
si Negara

Hukum
Pidana

Hukum
Perdata

Pengantar
Hukum
Indonesia

Hukum
Perdata

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Pedoman Akademik Program Sarjana | 67




7 IHK414013

8 USK411004

9 USK411003
10 USKA411002
SEMESTER IV
1 IHK414018
2 IHK414024
3 IHK414016
4 IHK414017
5 IHK414020
6 IHK414019
7 IHK414036
8 IHK414026

9 IHK414023

10 IHKA414022

SEMESTER V
1 IHK414037

Hukum Pidana
Khusus

Islam dan Sains
Ulum Al-Hadis
Ulum Al-Qur'an

Filsafat Hukum

Hukum
Ketenagakerjaan

Hukum
Lingkungan

Hukum Pajak

Hukum Perdata
Islam

Hukum Publik
Islam

Hukum dan HAM

Ilmu dan Teori
Perancangan
Perundang-
undangan

Politik Hukum

Sejarah Hukum

Etika dan

Tanggung Jawab
Profesi Hukum

Wajib

Wajib
Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

IHK414008

HK414003

IHK414007

IHK414009

IHK414007

IHK414007

USK411001

IHK414005

USK411001

IHK414005

HK414003

HK414006

HK414006

HK414003

Hukum
Pidana

Pengantar
lmu
Hukum

Hukum
Administra
si Negara

Hukum
Perdata

Hukum
Administra
si Negara

Hukum
Administra
si Negara

Pengantar
Studi Islam

Fikih dan
Ushul
Fikih
Pengantar
Studi Islam

Fikih dan
Ushul
Fikih
Pengantar
lImu
Hukum

Hukum
Tata
Negara

Hukum
Tata
Negara

Pengantar
IImu
Hukum

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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2 IHK414028
3 IHK414031
4 IHK414029
5 IHK414030
6 IHK414033
7 IHK414032
8 IHK414035
9 IHK414034

10  IHK414027

SEMESTER VI
1 IHK424044
2 IHK424063
3 IHK424074

4 IHK424072

5 IHK424052

6 IHK424069

7 IHK424070

Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi

Hukum Acara
PTUN

Hukum Acara
Peradilan Agama

Hukum Acara
Peradilan Militer

Hukum Acara
Perdata

Hukum Acara
Pidana dan
Pembuktian

Metode Penemuan
Hukum

Metodologi
Penelitian dan
Penulisan Hukum

Sosio-Antropologi
Hukum

Advokatur

Hukum Anggaran
Negara

Hukum
Antimonopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Hukum Asuransi

Hukum Forensik

Hukum Hak atas
Kekayaan
Intelektual
Hukum Jaminan

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Piliha
n

Piliha
n

Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n
Piliha
n

Piliha
n

IHK414007

IHK414007

IHK414009

IHK414008

IHK414009

IHK414008

HK414003

IHK414004

IHK414004

IHK414033

IHK414007

HK414006

IHK414015

IHK414015

IHK414008

IHK414015

IHK414009

Hukum
Administra
si Negara

Hukum
Administra
si Negara

Hukum
Perdata

Hukum
Pidana

Hukum
Perdata

Hukum
Pidana

Pengantar
lImu
Hukum

Pengantar
Hukum
Indonesia

Pengantar
Hukum
Indonesia

Hukum
Acara
Perdata
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Dagang

Hukum
Dagang
Hukum
Pidana

Hukum
Dagang

Hukum
Perdata

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IHK424066

IHK424071

IHK424060

IHK424065

IHK 424062

IHK424058

IHK424075

IHK424068

IHK424057

IHK424067

IHK424064

IHK424076

IHK424056

Hukum Kebijakan
Publik

Hukum Kepailitan

Hukum Kepartaian
dan Pemilu

Hukum Kesehatan

Hukum
Kewarganegaraan

Hukum Konstitusi

Hukum Lembaga
Pembiayaan
Hukum Pasar
Modal dan
Investasi

Hukum
Pemerintah
Daerah

Hukum Perbankan

Hukum Perijinan

Hukum
Perlindungan
Konsumen
Hukum Pidana
Adat

Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n

Piliha
n

Piliha

Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n

Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n

HK414006

IHK414007

IHK414015

IHK414007

HK414006

HK414006

IHK414007

IHK414007

HK414006

IHK414007

HK414006

IHK414015

IHK414015

HK414006

IHK414007

IHK414015

HK414006

IHK414007

IHK414015

IHK414008

Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Dagang
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Dagang
Hukum
Dagang

Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Dagang
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Dagang

Hukum
Pidana

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

IHK424055

IHK424051

IHK424054

IHK424053

IHK424073

IHK424061

IHK424042

IHK424050

IHK414041

IHK424046

IHK424047

IHK424059

IHK424048

IHK414040

IHK414038

Hukum Pidana
Anak

Hukum Pidana
Internasional

Hukum Pidana
Lingkungan

Hukum Pidana
Militer

Hukum Surat-surat

Berharga
Kekuasaan
Kehakiman

Kontrak Bisnis
Internasional

Kriminologi

Magang

Penyelesaian
Sengketa

Perbandingan
Hukum Pidana

Perbandingan
Hukum Tata
Negara

Politik Hukum
Pidana

Praktik Peradilan

Praktik Peradilan
TUN

Piliha
n
Piliha
n

Piliha
n

Piliha
n
Piliha
n
Piliha
n

Piliha

Piliha
n
Wajib

Piliha
n
Piliha
n
Piliha
n
Piliha
n
Wajib

Wajib

Wajib

IHK414008

IHK414012

IHK414008

IHK414016

IHK414008

IHK414015

HK414006

IHK414007

IHK414015

IHK414012

IHK414008

IHK414004

IHK414033

IHK414008

HK414006

IHK414023

IHK414008

IHK414033

IHK414032

IHK414007

Hukum
Pidana
Hukum
Internasion
al

Hukum
Pidana
Hukum
Lingkunga
n

Hukum
Pidana
Hukum
Dagang
Hukum
Tata
Negara
Hukum
Administra
si Negara
Hukum
Dagang
Hukum
Internasion
al

Hukum
Pidana
Pengantar
Hukum
Indonesia

Hukum
Acara
Perdata

Hukum
Pidana
Hukum
Tata
Negara
Politik
Hukum
Hukum
Pidana
Hukum
Acara
Perdata

Hukum
Acara
Pidana

Hukum
Administra
si Negara

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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36  IHK414039

37 1HK424045

38  IHK424049

39  IHK424043

SEMESTER VII
1 USK412001
2 USK413006

Praktik
Perancangan
Perundang-
undangan

Resolusi Konflik
Alternatif

Sistem Peradilan
Pidana

Teknik Investigasi

KKN
Skripsi

Wajib

Wajib

Piliha
n

Piliha
n

Piliha
n

Wajib
Wajib

IHK404026

IHK414026

IHK414033

IHK414008

IHK414032

Hukum
Acara
PTUN

llmu dan
Teori
Perancang
an
Perundang
-undangan

Hukum
Acara
Perdata

Hukum
Pidana

Hukum
Acara
Pidana

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib
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BAB VII
PENUTUP

Buku Pedoman Akademik ini disusun sebagai panduan dalam
penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta baik bagi mahasiswa—Kkhususnya starata satu, dosen,
maupun tenaga kependidikan. Ketentuan yang pemberlakuannya berbeda dari
ketentuan pedoman ini akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri. Buku
pedoman ini diharapkan mampu menyediakan panduan bagi seluruh sivitas
akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SUMBER PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP
Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Peraturan Presiden Nomer 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi. Pedoman Akademik Program Sarjana

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ag- ama Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peratutan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang ljazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping
ljazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

SK Rektor UIN Sunan Kalijaga No 201.4 tahun 2015 Tentang Revisi

Pedoman Akademik Program Sarjana | 75



Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. SOP Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga (Revisi 1 Tahun 2012).
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